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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini lingkugan Indonesia sangat memprihatinkan dimana kasus 

terhadap pencemaran lingkungan yang terus meningkat hal ini sangat di dorong 

dengan adanya pengelolahan sumber daya alam (SDA) di Indonesia salah 

satunya dalam industry kelapa sawit yang dapat mendorong berbagai investor 

untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam . 

khususnya pada perkebunan kelapa sawit, tidak di pungkiri bahwa industry 

kelapa sawit akan sangat membatu daerah untuk meningkatkan otonomi dan 

juga dapat membuka lahan pekerjaan terhadap masyarakat yang dapat 

meningkatkan perekonomian bagi Indonesia sehingga dalam mengeluarkan 

izin-izin dalam pengeolahan SDA akan sangat muda untuk di keluarkan tanpa 

mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan terjadi. Namun dengan 

meningkatnya kegiatan industry tanpa di sadari menimbulkan dampak terhadap 

pencemaran lingkungan dimana isu terkait pencemaran lingkungan sudah 

diatur oleh pemerintah dalam undang- undang nomor 32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang tertera pada pasas 67  

bahwa “setiap orang yang berkewajiban memeliharan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup”. 

Salah satu upaya pemerintahan dalam melakukan pengawasan dan melalui 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER). PROPER merupakan program unggulan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong ketaatan 

industri terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 Tentang Program Penilain Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014 tentang PROPER. 
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 Keberhasilan pelaksanaan PROPER di Indonesia selama sepuluh tahun 

dari tahun 2004-2014, yaitu (1) mendorong ketaatan perusahaan terhadap 

peraturan lingkungan dari 49% menjadi 72%; (2) PROPER digunakan sebagai 

key performance indicator bagi karyawan dan perusahaan (3) hasil penilaian 

PROPER digunakan oleh Bank Indonesia untuk analisa resiko pinjaman 

terhadap perusahaan; (4) PROPER digunakan sebagai dasar sertifikasi ISPO 

untuk industri sawit; (5) Dalam Forum Buyer ILO (International Labour 

Organization) PROPER disarankan digunakan sebagai indikator kinerja 

pengelolaan lingkungan bagi para pembeli (Fahmawati dan  Purnaweni, 2018) 

 Sementara itu, dalam pelaksanaan PROPER di perusahaan PT. 

Perkebunan Nusantara XIII Parindu yang merupakan perusahaan yang 

memproduksi crude palm oil (CPO) Sebagai produk unggulan yang dapat 

memperoduksi CPO sebesar 720 ton/hari dapat menghasilkan Limbah cair 

sebesar 503 m3/hari yang masuk pada inlet  (RKL-RPL PTPN Parindu 2021-

2022) belum menunjukan hasil yang maksimal dalam meningkatakan 

kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai perusahaan yang mengikuti 

PROPER dimana PTPN XII parindu sendiri mendapat peringkat Biru pada 

priode Tahun 2020-2022 Bahkan terancam mendapatkan peringkat merah, hal 

ini yang dapat menjadi indicator terhadap penaatan perusahaan yang kurang 

sadar terhadap pengendalian pencemaran lingkungan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Terhadap ketaantan Perusahaan dalam 

melaksanakan pemantauan Lingkungan, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana ketaatan terhadap mekanisme PROPER terhadapa pelaporan  

Kepada dinas Lingkungan Hidup.  

2. Apakah perusahaan melakukan pemantauan terhadap pencemaran Air,  

Pencemaran Udara serta Pengelolahan Limbah B3  

3. Apa saja upaya PT. Perkebunan Nusantara XIII dalam mengurangi 

 pencemaran akibat aktivitas Produksicrude palm oilterhadap 

 Lingkungan 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Maksud dilakukanya praktik kerja ini adalah untuk mengidentifikan 

PT.Perkebunan Nusantara XIII Parindu terhadap impelmentasi aspek -aspek 

ketaatan PROPER pada periode 2021-2022  

1.3.2 Tujuan 

Adapun tujuan praktik kerja ini yaitu: 

1. Mahasiswa Memiliki Pengalaman terkait mekanisme perlaksanan 

PROPER PTPN XIII Parindu  

2. Memberikan gambaran terhadap lingkungan kerja serta pemahaman 

dan tanggung jawab terhadap keprofesian yang akan di terima; 

3. Melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap ketaatan Aspek-

Aspek Ketaatan Terhadap PROPER dalam pengelolaan Lingkungan 

Hidup  di PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 

4. Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan yang di hasilkan 

dari aktivitas PTPN XIII Parindu 

1.4  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup praktik kerja ini yaitu evaluasi Proper PT. Perkebunan 

Nusantara XIII Parindu sebagai berikut: 

1. Kegiatan  ini  dilaksanakan  selama  1  bulan  dimana  dilakukan  

Evaluasi  terhadap pelaksanaan PROPER 

2. Mengindentifikasikan ketaatan pelaksanaan PROPER pada tahun 

2021-2022 

3. Melakukan pendataan pemantauan terhadap pengedalian pencemaran 

air, pencemaran udara dan pengelolaan Limbah B3 Pada PT. 

Perkebunan Nusantara XIII Parindu  

4. Pengolahan dilakukan menggunakan metode Checklist Berdasarkan 

Hasil Raport Sementara PTPN. XIII Parindu 
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1.5  Tahapan Pelaksanaan  

Metodologi Praktik Kerja yang dilakukan terdiri dari empat tahap, yaitu 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan penyusunan laporan. 

Berikut adalah metodologi Praktik Kerja dapat dilihat pada Gambar 1.1 

 

 

Gambar 1. 1Metodologi Praktik Kerja  

1 Studi Literatur 

Tahap studi literatur dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan 

informasi yang relevan, termasuk artikel dan jurnal terkait peraturan terkait 

pelaksanaan PROPER terhadap perusahaan  

2. Pengumpulan Data Primer 
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Data primer dilakukan melalui wawancara kepada pegawai PTPN XIII 

Parindu  serta melakukan observasi terhadapa pengelolaan lingkungan yang 

dilaksanakan. 

3. Pengumpulan Data Sekunder 

Mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk mendukung proses 

identifikasi berupa data Gambaran umum perusahaan dokumen pemantauan 

dan data pengelolaan lingkungan di tahun-tahun sebelumnya  

4. Pengolahan dan Analisis Data 

Menyusun dan menganalisi terhadap data pemnatuan lingkungan pada 

semester 1 dan 2 tahun 2021-2022 terhadap program penilian peringkat 

kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan Hidup (PROPER). 

5. Penyusunan Laporan 

Pada tahap akhir praktik kerja, dilakukan penyusunan laporan yang berisi 

hasil identifikasi penaatan pengelolaan dan pemantuan lingkungan yang 

dilakukan oleh PT. Pekebunan nusantara XIII Parindu. 

1.6  Sistematika Pelaporan 

Sistematika peloporan dapat memberikan gambaran mengenai 

keseluruhan isi laporan praktik kerja, maka bab – bab yang merupakan pokok 

uraian masalah disusun secara sistematis dalam 5 (lima) bab yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Pendahuluan merupakan bagian awal laporan praktik kerja yang 

berisikan tentang latar belakang praktik kerja, maksud dan tujuan yang 

ingin dicapai penulis, ruang lingkup sebagai acuan pembuatan laporan, 

serta sistematika pembahasan. 

2. BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTIK KERJA 

Pada bab II berisikan tentang profil perusahaan, sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, sumber daya manusia dan proses 

pengelolaan produk yang di hasilkan PT. Perkebunan Nusantara XIII 

Parindu  

3. BAB III TINJAUAN PUSTAKA 
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Berisikan analisis berbagai teori dasar dan hasil penelitian yang relavan 

dengan system pengelolaan lingkungan dimana teori-teori tersebut 

menjadi acuan dalam perbandingan  dalam analisis . 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan Analisi berbagai teori dasar dan hasil penelitian yang yang 

relevan. Membahas lebih lanjut terhadap analisis data atau semua hasil 

yang didapatkan selama praktik kerja berlangsung. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis menyajikan informasi hasil pengolahan data secara 

singkat, jelas, dan mudah di pahami dan memberikan rekomendasi yang 

diberikan untuk mengatasi masalah yang ditemukan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTIK KERJA 

 

 

2.1 Deskripsi Perusahaan  

PT Perkebunan Nusantara XIII merupakan sebuah perusahaan berbentuk  

badan hukum  Perseroan  Terbatas  (PT) serta termasuk  dalam  Badan  Usaha 

Milik  Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertanian terutama bagian 

kelapa sawit. PTPN XIII mengelola Kebun Inti kelapa sawit seluas 560.078 ha 

dan plasma seluas 202.210 ha dengan total lahan pekebunan kelapa sawit 

adalah 733.378 ha. 

2.2 Sejarah  Perusahaan  

PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) adalah perseroan terbatas 

yang didirikan pada tahun 1996. Perusahaan ini merupakan BUMN 

perkebunan yang berfokus  di  wilayah  Kalimantan.  Perusahaan  ini  adalah  

hasil  penggabungan  dari proyek pengembangan 8 (delapan) PTP yaitu PTP 

VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXIV-V, XXVI dan XXIX (PTPN XIII 2009). 

Maksud dan tujuan perusahaan PTPN XIII adalah melakukan usaha di bidang 

agribisnis dan agroindustri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya 

perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan 

berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai 

perseroan dengan menerapkan pinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT). Untuk 

mencapai maksud dan tujuan tersebut, PTPN XIII melaksanakan kegiatan 

usaha utama, yakni 

1. Perusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan 

lahan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemugutan hasil 

tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan 

dengan budidaya tanaman tersebut 
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2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun pihak 

lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk 

turunan 

3.  Perdagangan   meliputi   penyelenggaraan   kegiatan   pemasaran   

berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan 

perdagangan lainya yang behubungna dengan kegiatan usaha 

perseroan 

4.  Pengembangan usaha bidang perkebunan, argowisata, agrabisnis, 

dan agroforestry 

Adapun beberapa perkembangan PTPN XIII dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 2. 1 Perkembangan PTPN XIII Parindu  

No Tahun Perkembangan 

1 1996 Pendirian PTPN XIII di Kalimantan barat yang merupakann 

penggabungan dari beberapa pengembangan proyak 9 PTP, yakni PTP 

VI, PTP VII, PTP XII, PTP XIII, PTP XVIII, PTP XXIV- V, PTP 

XXVI, serta PTP XXIX 

2 2014 Pergantian  direktur  utama,  direktur  keuangan,  komisaris  utama  serta 

anggota komisaris. PTPN XII menjadi anak perusahaan holding BUMN 

sektor perkebunan dengan induk perusahaan PTPN III (PERSERO). 

3 2015 Pergantian direktur produksi, direktur keuangan, dan direktur sumber 

daya manusia (SDM). Pergantuan komisaris utama serta anggota 

komisaris 

4 2016 Pergantian direktur produksi, direktur keuangan, dan direktur sumber 

daya manusia (SDM). Pergantuan komisaris utama serta anggota 

komisaris 

5 2017 Pergantian dierktur oprasional dan dierktur komersil 

6 2018 Pergantian direktur utama dan komisaris utama 

7 2019 Pergantian direktur oprasional 

8 2020 Pergantian senior executive vice president (SEVP) business support 

PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 
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Adapun komposisi pemegang saham PTPN XIII merupakan perusahaan Non-

Listed sehingga baik masyarakat, direktur, maupun dewan komisaris PTPN 

XIII tidak mempunyai kepemilikan saham atas PTPN XIII. Kepemilikan 

saham seluruhanya dimiliki oleh PTPN XIII (persero) 90% dan pemerintah 

Republik Indonesia 10% 

2.3 Identitas Perusahaan   

• Nama perusahaan : PT. Perkebunan Nusantara XIII- Parindu 

• Tanggal berdiri : 11 Maret 1996 

• Nama Pimpinan Perusahaan : Nikodemus S.T, Jabatan pemimpin : Direktur 

• Alamat Perusahaan : Desa Pasok, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, 

KAL-BAR Alamat email/website : sekper@ptpn13.id 

• Nomor NPWP : 01.061.181.7051.000 

2.4 Lokasi perusahaan   

PTPN. XIII Parindu dalam memproduksi CPO mentah yang dihasilkan 

dari tanaman sawit dengan  tujuan  memenuhi  kebutuhan  minyak  nabati,  

dimana  Industri  ini  terletak pada kecamatan parindu desa menyabo- 

Kalimantan barat. Dapat dilihat pada gambar di bawah 

 

Gambar 2. 1 Peta Lokasi PTPN XIII Parindu 

Sumber : Pengolahan Data 2023 



10 
 

Institut Teknologi Nasional 
 

Keberadaan PTPN XIII berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 18 tahun 1996 dan Akte Notaris Harun Kamil, SH Nomor 46 tanggal 

11 Maret 1996 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I melalui 

keputusan  Nomor  C2-8341.IIT.01.01.TII.96  tanggal  8  Agustus  1996  serta  

Tambahan Berita Negara R.I Nomor 81.  

Batas- batas terhadap PT.Perkebunan Nusantara XIII Parindu adalah sebagai 

berikut  

• Sebelah Utara : Desa pasok 

• Sebelah Timur : Perumahan staff PTPN XIII 

• Sebelah Selatan : Kecamantan Parindu 

• Sebelah Barat : perumahaan karyawan PTPN Parindu 

2.5 Gambaran Umum Perusahaan  

2.5.1 Visi dan Misi  

Adapun visi dan misi dari PTPN XIII ParinduUnit PKS Parindu adalah menjadi 

oerusahaan  agribisnis yang sehat, Produktif, Tumbuh dan berkembang 

Bersama  masyarakat  secara  berkelanjutan  Guna  mencapai  visi  dari  

perusahaan maka perusahaan memiliki misi yakni : 

1. Menghasilkan Produk Yang berkuliatan tinggi bagi pelanggan 

2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational Exellence) 

melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata Kelola perusahaan 

yang baik 

3. Melakukan optimalisasi pemanfaatan asset untuk memberikan imbal hasil 

terbaik 

4. Turut serta dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat dan menjaga 

kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan 

 

2.5.1 Sturuktur Organisasi 

Sturuktur organisasi dari perusahaan PTPN XIII Parindudapat di lihat pada 

Gambar 2.1 sebagai berikut 
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            Gambar 2. 2 Sturuktur Organisasi 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

2.6 Proses Pengolahan   

Kegiatan produksi diawali dengan megolah tandan buah segar (TBS) 

Adapun hal yang dapat mempengaruhi kualitas CPO yang di hasilan yaitu 

system panen TBS dan manajemen produksinya kemudian diperlukan pula 

pengelolaan yang terintregasi mulai dari proses pemasukan bahan baku proses 

perancanaan dan proses pengendalian persediaan persediaan tangka timbun 

denfan tujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing agrobisnis CPO. 

Menurut (Nugroho, 2019) penyebab menikatnya kadar asam lemak bebas 

(ALB) yaitu dikarenakan TBS restan, pengolahan yang kuran baik serta 

penimbunan akahir yang terlalu lama maka diperlukan system perencanaan dan 

pengendalian produksi agar dapat mengantisipasi factor kualitas produk. 

Sedangkan  karakteristik  panen    TBS 
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           Gambar 2. 3 Tandan Buah Sawit 

Sumber : Dokummentasi 2022 

memerlukan pengelolaan sumber daya pabrik yang efisien dan efektif 

dengan jenis produksi yang digunakan yaitu tipe make to stock dengan proses 

kontinu. Pada umumnya penelitian mengenai system rantai pasok agrobisnis 

CPO masih sangat jarag dilakukan. Namun terdapat hal yang menarik dari 

system produksi CPO tersebut yaitu ketergantunaganya terdapat hasil panen 

TBS yang bervariasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu permasalahan 

perencanaan produksi agrobisnis CPO menjadi sangat menarik berdasarkan 

kajian dalam kerangka system rantai berikut ini merupakan gambar proses 

pengolahan TBS menjadi CPO, Gambar 2.3 
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 Gambar 2. 4 Proses pengolahan Crude Palm Oil 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Proses bisnis perusahaan melibatkan seluruh departemen serta stasiun 

yang ada. Pada tahap akhir produk hasil CPO dan Inti Sawit diperjual belikan 

menggunakan sistem seperti pelelangan guna transaksi serta penjualan. 

2.7 Produk Yang dihasilkan  

Adapun produk yang dihasilkan oleh PT. Pekebunan Nusantara- Parindu 

adalah crude palm oil (CPO) dan Inti Sawit/Kernel dimana CPO merupakan 

bahan baku utama yang digunakan untuk pembutan minyak goreng  
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2.7.1 Minyak Sawit / Crude Palm Oil (CPO) 

Produk utama yang dihasilkan dari PTPN XIII Parindu merupakan 

CPO yang didalamnya terdapat berbagai kandungan dan menghasilkan 

produk minyak sawit/ CPO rata- rata 1000-1100 Ton/Hari dengan norma 

Kualitas yang terdapat pada Tabel 2.2 

 

Tabel 2. 2 Kandungan Crude Palm Oil 

Uraian Norma 

Asam Lemak Bebas (ALB) < 3,5 % 

Air 0,15 % 

Kotoran 0,020 % 

Bilangan Peroksida 5,00 % 

Bilangan Iodium Min 51,00 % 

Fe (Besi) Maks 3,00 ppm 

Cu (Tembaga) Maks 0,30 ppm 

Titik Cair 39-41 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

PTPN XIII Parindu melakukan penjualan produk Minyak Sawit / 

CPO melalui PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT. KPBN 

dengan cara pelelangan.namun dalam penjualan CPO harus Berdasarkan 

hasil pengujian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Indonesia, 

yang menyatakan  bahwa Minyak Sawit / CPO mengandung beberapa 

standar maksimal dan minimalam zat yang terkandung seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 
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Tabel 2. 3 Standar Kandungan Crude Palm Oil 

Bahan Meterial/Satuan Kandungan 

Free fatty Acids % 2,5 - 4,2 % 

Iodine value, Mg/gr 52 – 54 mg/gr 

Moisture, % 0,10 % 

Corotene, ppm 297 – 313 ppm 

Tocophenol,ppm 386 – 794 ppm 

Fe (Besi) Trace 

Cu (Tembaga) Trace 

Dobi (Deterioration of bleachability index ) 2,3 – 2,4 

 Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa minyak sawit / CPO 

selain digunakan untuk industri makanan seperti minyak goreng, 

margarine dan sebagainnya tetapi juga digunakan untuk industrI 

oleokimia seperti sabun, gliserin, asam palmitat, asam lemak lainnya, 

fatty alkohol dan sebagainya. Minyak Sawit /CPO tidak mengandung 

unsur logam seperti tembaga dan besi. Secara ilmiah, tanpa adanya unsur 

logam didalamnya, berarti minyak sawit / CPO tidak mempunyai 

senyawa pro-oksidasi. Hal ini membuktikan  bahwa  tidak  terjadi  

percepatan  oksidasi  dari  minyak  esensil  yang terdapat  dalam  minyak  

sawit  /  CPO.  Minyak  Sawit  /  CPO mengandung  carotene sebagai 

sumber Vitamin A, tocopherol sebagai sumber Vitamen E dan minyak 

esensil seperti halnya asam oleat. Nilai Dobe lebih tinggi dari 2 

menunjukkan bahwa minyak esensil dan carotene dalam Minyak Sawit / 

CPO masih segar atau berada dalam bentuk asli.  Hal  ini  berarti  bahwa  

tocopherol  bertindak  sebagai  antioksidan  yang  dapat menahan oksidasi 

terhadap minyak selama pengolahan dan penyimpanan dibawah ini  
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merupakan minyak sawit mentah/crude palm oil yang berada di 

clarification tank sebelum di alirkan ke tangki penyimpanan  

 

Gambar 2. 5 Clarification Tank 

Sumber : Dokumentasi 2022 

2.8 Program PTPN XIII PARINDU 

2.8.1 Amdal 

 Sebelum pembukaan lahan perkebunan maupun pembangunan 

pabrik, PTPN XIII berkomitmen untuk melakukan studi Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sehingga proses pembukaan 

lahan maupun pembangunan pabrik, benar– benar sudah melalui proses 

studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap 

lingkungan hidup. Hasil studi ini diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan. Studi AMDAL di proyek – proyek PTPN XIII tidak hanya 

sekedar naskah tebal atau copy paste dari studi AMDAL sebelumnya, 

namun setiap proyek yang dilakukan wajib melakukan studi AMDAL. 

Wajib di sini selain karena kepatuhan atas perundang – undangan yang 

berlaku, juga melihat manfaat dari AMDAL ini sangat luas sekali, yakni 
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agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek 

pembangunan. Dan untuk menghindari dampak lingkungan yang tidak 

dapat ditoleransi maka disiapkan rancangan pengendalian dampak 

negative yang    akan terjadi 

2.8.2 PROPER 

 Setiap tahun, PTPN XIII mengikutkan 6 PMS dalam penilaian 

kinerja pengelolaan lingkungan (PROPER) yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup tingkat Provinsi (diikuti Pasam, Palpi 

dan Palka) dan Pusat (diikuti Pagun, Palpi dan      Merah, Palai Bendera 

Merah dan Palpi Bendera Hitam. Untuk Hasil  Penilaian Provinsi di Unit 

Kalimantan Timur namun PTPN XIII tengah mengevaluasi kinerja 

lingkungan  dan  memperbaiki  setiap  parameter indikator dengan  

sasaran  semua pabrik milik PTPN XIII mendapatkan Proper Biru. 

Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi Proper biru dan pelatihan 

Sistem Manajemen Lingkungan (DKT) (Sustainability Report PTPN 

XIII,2012) 

2.8.3 Pengolahan Limbah Cair menjadi biodiesel 

 Dalam proses pengolahan, Pabrik Minyak Sawit (PMS) 

menghasilkan limbah cair yang masih mengandung sedikit crude palm 

oil (CPO). Limbah cair PMS terdiri dari air,  kandungan  minyak,  serat,  

pasir,  lumpur,  dan  sebagainya.Materi  ini  tidak beracun terhadap alam 

tetapi tidak dapat langsung dibuang ke dalam aliran sungai karena   

bersifat asam (pH sekitar 4) dan kadar BOD-nya  sangat tinggi (mencapai 

40.000 ppm). Maka dari itu, wujud kepedulian terhadap lingkungan di 

berfungsi untuk mengolah air limbah, sehingga tidak mencemari 

lingkungan  dan memenuhi  baku  mutu air  limbah  yang ditetapkan  oleh  

pemerintah. Setiap  ton Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah 

menghasilkan 0,65 ton air limbah. PTPN XIII tidak “diam saja” dengan 

adanya IPAL, tapi kreativitas pekerja di PTPN XIII sangat tinggi. Hal ini 

diwujudkan dengan adanya inovasi produk berupa biodiesel , yang bahan  

bakunya diolah dari limbah cair yang masih terdapat kandungan minyak. 



18 
 

Institut Teknologi Nasional 
 

Pemanfaatan limbah cair ini ternyata telah memberikan dampak yang 

sangat besarbagi pengelolaan lingkungan. Dengan adanya unit 

pengolahan biodiesel, berarti limbah  cair  bisa  diminimalisir dan  

bernilai  ekonomis. Adanya  biodiesel  ini menunjukkan  bahwa  PTPN  

XIII  juga  peduli  dengan  pengembangan  energi terbarukan. Saat ini, 

PTPN XIII sudah mempunyai dua unit pabrik pengelolaan biodiesel,   

yakni di   PMS Parindu, Kalimantan Barat   dan PMS Samuntai, 

Kalimantan Timur,  masing masing  berkapasitas  6.000  liter  

biodiesel/hari.  Pabrik biodiesel tersebut  sudah  beroperasi  sejak  2009  

lalu  hingga  sekarang.  Walaupun biodiesel hasil pengolahan  PMS  di  

lingkungan  PTPN  XIII  hanya  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri, itu sudah menunjukkan efisiensi dan kepedulian terhadap energi 

terbarukan. Dalam penggunaannya pun dilakukan dengan sistem B20 

untuk mesin/kendaraan yaitu 20% biodiesel dan 80% solar. Sedangkan 

untuk mesin tak bergerak atau statis seperti genset dan lainnya digunakan 

sistem B30 yaitu biodiesel 30% dan 70% solar (Thia, (Thia, 2013) 

2.8.4 Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) 

 Dalam  upaya  memperbaiki  tata  kelola  perkebunan  kelapa  sawit  

di  Indonesia, pemerintah telah menerapkan sebuah instrument penilaian 

berdasar pada system keberlanjutan  dalam  pembangunan  perkebunan  

kelapa  sawit  yakni  Indonesian Sustainable Palm Oil-Certification 

System /ISPO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

finansial usaha peremajaan kelapa sawit pada kebun plasma, mengetahui 

indeks dan   status   keberlanjutan   kelapa   sawit   menurut   standar 

Indonesian Sustainable  Palm  Oil  /  ISPO)  baik  secara  multidimensi 

maupun dari masing-masing dimensi serta mengidentifiasi faktor-faktor 

sensitif yang berpengaruh terhadap indeks keberlanjutan kelapa sawit. 

Metode analisis yang digunakan untuk  mengetahui kelayakan finansial 

adalah analisis kriteria investasi, sedangkan untuk mengetahui indeks 

dan status keberlanjutan kelapa sawit serta factor-faktor sensitive yang 

berpengaruh terhadap keberlanjutan digunakan pendekatan Multi 
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Dimensional Scaling (MDS) dengan teknik RAP-ISPO (Rapid Appraisal 

for Indonesian Sustanainable  Palm Oil / ISPO) modifikasi  teknik  

RAPFISH, yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk indeks dan status 

keberlanjutan. Dengan analisis MDS juga  dilakukan  analisis  Leverage  

untuk  mengidentifikasi  atribut-atribut  sensitif  yang mempengaruhi  

indeks  keberlanjutan  kelapa  sawit.  Hasil  analisis  menunjukkan secara  

finansisl usaha peremajaan kelapa sawit pada kebun plasma Ngabang 

layak untuk diusahakan. Hasil analisis RAP-ISPO keberlanjutan kelapa 

sawit terhadap lima dimensi dengan 41 atribut secara multidimensi 

termasuk ke dalam satus cukup berkelanjutan dengan nilai indeks 

keberlanjutan 69,77%. Nilai indeks keberlanjutan tertinggi terdapat pada 

dimensi teknologi yakni sebesar 81,91% (sangat berkelanjutan), 

sebaliknya nilai terendah terjadi pada dimensi kelembagaan (53,80%) 

namun masih termasuk cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi sosial 

(70,45%), ekologi (72,18%) dan ekonomi (70,44%) termasuk kategori 

cukup berkelanjutan. (MUANI, 2018) 

2.8.5  Reountable On Sustainable Palm Oil (RSPO) 

 Ketaatan pada aturan tentang lingkungan ini juga terlihat dari aspek 

manajemen lahan yang dikembangkan oleh PTPN XIII. Dalam penataan 

lahan tersebut, PTPN merugikan bagi keseimbangan ekosistem alam 

maupun sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, penataan 

lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang benar,  tentu  mengikuti  

standar  Reountable  on Sustainable  Palm Oil  (RSPO).Prinsip utama  

dari  RSPO  adalah  pengelolaan  kebun  yang  berkelanjutan  untuk 

menjaga kesuburan  lahan,  isu  lingkungan  dan  sosial,  pemberian  

manfaat  bagi masyarakat sekitar  kebun,  serta  pengalihan  penggunaan  

lahan  dari  komunitas  keperusahaan. Dan salah satu  prinsip  RSPO 

adalah tanggung  jawab  lingkungan  dan konservasi kekayaan  alam dan 

keanekaragaman hayati. Misalnya, membuka lading di atas lahan   

peruntukan bagi hutan lindung atau resapan air. Hal ini jelas dilarang 

dalam aturan RSPO. Jika aturan itu dilanggar, maka produk CPO yang 
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dihasilkan sulit diterima di negara tujuan ekspor yang meminta 

persyaratan RSPO : (Thia, 2013) 

1. Komitmen Terhadap Transparansi  

2. Memenuhi Hukum dan peraturan Berlaku 

3. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi 

4. Penggunaan praktik terbaik yang tepat oleh perkebunan dan pabrik 

5. Tanggung jawab lingkungan dan   konservasi   kekayaan   alam   dan 

keanekaragaman hayati. 

6. Bertanggung jawab atas karyawan, individu dan komunitas yang 

terkena dampak perkebunan dan pabrik. 

7. Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab. 

8. Komitmen terhadap perbaikan terus – menerus pada wilayah – wilayah 

utama aktivitas 

 Namun pada saat ini RSPO  masih belum terlaksana dengan 

seharusnya sehingga program RSPO masih akan di kaji ulang oleh 

PTPN XIII Parindu. 

2.9 Dampak Lingkungan Terhadap Pengolahan Crude Palm Oil 

2.9.1 Pencemaran Air 

Adapun Hasil dari pengolahan cpo pada pabrik ptpn menghasilkan limbah 

cair yang merupakan salah satu polutan yang berpotensi menimbulkan efek 

negatif terhadap lingkungan. Limbah industri ini diketahui  dapat   

menyebabkan   terjadinya pencemaran,  khususnya  pada  badan  perairan . 

(Hayatun dkk., 2022) 

 Limbah  cair industri minyak kelapa sawit mengandung bahan pencemar 

yang sangat tinggi yang mengakibatkan tingginya tingkat pencemaran yang ada 

didalam air dimana Total Suspended Solid (TSS) terkecil pada pencampuran 

limbah effluent degan air hulu yaitu (Putra dan  Putra, 2014)Adapun Hasil dari 

pengolahan cpo pada pabrik ptpn menghasilkan limbah cair yang    merupakan 

salah satu polutan yang berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap 

lingkungan. 
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 Gambar 2. 6 Dokumentasi Pencemaran Air 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

2.9.2 Pencemaran Udara  

Salah satu dampak lingkungan dari kegiatan pengoperasian pabrik 

Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) adalah penurunan kualitas udara. 

Adanya buangan gas dari aktifias  PKS  akan  mengakibatkan  perubahan  

dari  kualitas  udara di  lingkungan sekitarnya. Tingkat pencemaran udara 

dapat diukur dari perubahan kualitas udara tersebut serta dapat ditetapkan 

pada suatu periode dan tempat tertentu. Dimana 

parameter yang dapat mencemari udara jika melebihi kadar 

maksimal berdasarkan “Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup 

Nomor 07 Tahun 2007 Lampiran I Tentang Baku Mutu Sumber Tidak 

Bergerak” dimana parameter pencemaran udara yang diamati adalah 

sebagai berikut.  partikulat, sulfurdioksida (SO2),  Nitrogen Dioksida 

(NO2), Hidrogen Klorida (HCl), Gas Klorin (Cl2), Ammonia (NH2), 

Hidrogen Flourida (HF) dan Opasitas (Thia, 2013) 

 

2.9.3 Pencemaran LB3 

Limbah B3 yang terdapat pada PTPN XIII Parindu  unit PKS 

Parindu Merupakan limbah b3 yang secara tidak langsung dihasilkan 
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oleh bahan baku pada  produksi CPO namun imbah b3   berasal dari 

peralatan-peralatan yang menunjangn untuk  pada  produksi  CPO 

Sehingga  dilakukan  beberpa  Upaya agar limbah B3 tidak merusak 

lingkungan. Yaitu sebahai beriku ini:(laporan RKL- RPL PTPN XIII 

2020) 

1.  Mengumpulkan Limbah B3 di tempat penyimpanan sementara 

sampai pihak ke  III  yang  telah  di  tunjuk  oleh  perusahaan  datang  

untuk  mengangkut limbah B3 

2. . Mengumpulkan  Limbah  B3  di  tempat  penyimpanan  sementara  

sampai pihak ke III yang telah di tunjuk oleh perusahaan datang 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

3.1 Perangkat Pengendalian Pencemar  

Perangkat pengendalian pencemaran merupakan program yang diusung 

oleh pemerintahan yang berfungsi untuk mencegah pencemaran atau kerusakan 

lingkungan. Dimana PTPN XIII Parindu merupakan industry yang wajib  

Terhadap  beberapa  program  yang  telah  dilaksanakan  diantaranya -RPL-

RKL , AMDAL dan Proper 

3.1.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan 

Lingkugan  

Pelaksanaan kegiatan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan  (RPL) dilaksanakan pada sumber-

sumber dampak dan komponen lingkungan yang terkena dampak. 

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen RKL dan RPL perusahaan 

pada tahap operasi dimana RKL & RPL merupakan salah satu sarana 

untuk mengetahui adanya dampak dari suatu kegiatan industry wajib 

amdal  yang akan menimbulkan dampak negative terhadap penduduk 

maupun lingkungan sekitar industry diantaranya terjadinya penurunan 

kualitas udara, kebisingan, peningkatan air larian ,penurunan kualitas air 

dan pencemaran lainya.(Hanif dkk., 2019) 

3.1.2 Amdal  

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali 

diperkenalkan pada  tahun  oleh  National  Environmental  Policy  Act  

(NEPA)  di  Amerika  Serikat. Menurut  UU No. 32/2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No.27/1999   

tentang   Analisis   Mengenai   Dampak   Lingkungan   Hidup, AMDAL 

adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang direncanakan  pada lingkungan hidup yang diperlukan 
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bagi proses pengambilan keputusan   tentang   penyelenggaraan   usaha   

dan/atau   kegiatan (Juniatmoko dkk., 2023) 

. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, disebutkan bahwa 

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk 

pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang  diperlukan  bagi  proses  

pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan usaha  dan/atau 

kegiatan. AMDAL didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak besar 

dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  

tentang  penyelenggaraan usaha/kegiatan. (Rumkel dkk., 2020) 

Hasil  dari  analisit  mengenai  dampak lingkungan  juga dapat  

digunakan  sebagai pedoman  untuk  pengelolaan  Lingkungan  Yang  

meliputi  upaya  pencegahan,pengendalian dan pemantaun Lingkungan 

Upaya pencegahan amdal digunakan untuk mengantisipasi dampak dan 

kemungkinan muncul akibat aktivitas/kegiatan Dengan dapat 

diprediksinya sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat 

preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencan 

aan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan 

pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari     proses  perijinan  

satu  proyek.  Dengan  cara  ini  proyek-proyek  dapat  disaring seberapa 

jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain studi AMDAL juga 

dapat memberi masukan  bagi  upaya  -upaya  untuk  meningkatkan 

dampak positif  dari proyek tersebut.(Hendartomo, 2010)  

Manfaat dari AMDAL Yaitu : 

1. Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungaN 

2. Menghindarkan Konflik antara perusahaan dengan masyarakat 

3. Menjaga agar pembanguan sesuai terhdapa prinsip pembangunan 

berkelanjutan 

4. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan 

hidup 
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5. Menjamin adanya keberlangsuangan usaha 

6. Menjadi referensu untuk peminjaman kredit 

7. Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk 

buktu terhadap ketaatan hukum 

8. Mengetahui sejak awal dampak dari suatu kegiatan  

9. Melaksanakan dan menjalakan control  

10. Terlibat pada proses pegambila keputusan  

3.1.3 PROPER 

Proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam  

pengelolaan Lingkungan hidup adalah evaluasi ketaatan dan kinerja 

melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kerusakan 

lingkungan Hidup serta pengelolaan limbah    bahan    berbahaya    dan    

beracun. Kegiatan yang  dilakukan  akan mengupayakan 

untuk:(Reliantoro, 2012) 

1. Menjaga agar pembanguan sesuai terhdapa prinsip pembangunan 

berkelanjutan mendorong perusahaan untuk menaati pertuan peraturan 

perundang-undagan melalui insetifidan, disisserid  

2. Mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkugnaya untuk 

menerapakan produksi bersih 

Tabel 3. 1 Manfaat PROPER 

Pemerintahan Perusahaan Investor/LSM 

 

Mendorong penaatana yang efektif 

 

Alat untuk benchmarking 

terhadap inerja non 

keuangan perusahaan 

Informasi tentang pasar 

untuk kebutuhan 

teknologi dan pekerjaan 

konsultasi dalam 

pengelolaan lingkungan 
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Pemerintahan Perusahaan Investor/LSM 

Factor yang mendukung untuk 

pengembangan basis data terpadu 

 

Insentif reputasi untuk kinerja 

yang lebih dari taat 

Balai kliring untuk kinerja 

pengelolaan lingkungan  

perusahaan 

Alternatif Instrument kebijakan untuk 

mendorong perusahaan untuk lebih 

dari sekedar taat “beyond compliance 

level” 

 

Alat promosi sebagai 

perusahaan yang ramah 

lingkungan 

 

Ruang untuk perlibatan 

masyarakat 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

3.2 Pengertian Proper 

Proper  ini adalah sebuah komplementer dan bersinergi dengan instrumen 

penataan lainnya agar peningkatan kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan 

lebih efektif dan efisien. Di dalam penilaian PROPER, perusahaan akan 

memperoleh reputasi/citra sesuai dengan pengelolaan  lingkungan  yang  telah  

dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  Citra  tersebut dinilai dengan 5 warna, 

yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam. PROPER terbaik ditandai dengan 

warna emas yang berarti perusahaan tersebut telah menerapkan pengelolaan 

lingkungan secara menyeluruh dan kontinyu. Sebaliknya, bila sebuah 

perusahaan berhasil mendapatkan warna hitam sebanyak dua kali berturut-

turut, maka perusahaan tersebut bisa dituntut dan usahanya akan dihentikan 

(Santoso, 2020)  

Prinsip dasar bagi perserta proper yaitu untk industry yang menimbulkan 

dampak pentin terhadap lingkungan dan peduli dengan citra atau reputasi. 

PROPER memanfaatkan masyarakat dan pasar untuk memberikan tekanan 

pada industry afar meningkatkan kinerja pengelolaan   lingkungan.   

Pemberdayaan   masyarakat   dan   pasar   dilakukan   dengan penyebaran 

informasi yang kredibe sehingga dapat menciptakan pencitaan repurasi. 

Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan 

menggunakan warna untuk memmudakan masyarakat dalam memahaminya 

(Kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia 2018)  



27 
 

Institut Teknologi Nasional 
 

3.3 Sejarah Proper 

IDE  mengenai  program  pengendalian  pencemaran  dengan  melakukan  

pemeringkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan mulai 

dikembangkan sejak Desember 1993. Setelah selama kurang lebih dua tahun 

mempersiapkan program dan menyakinkan pihak- pihak yang terkait, maka 

PROPER secara resmi dimulai pada tanggal 14 Juni 1995. Emil Salim 

mencanangkan PROPER melalui Keputusan Menteri No. 35a tahun 1995 

tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha dalam 

Pengendalian Pencemaran dalam Lingkup Kegiatan PROKASIH (PROPER 

PROKASIH)(Reliantoro, 2012)  

PROPER dimulai pada tahun 1990 yang dulunya dikenal dengan prokasih( 

program kali bersih), namun pada pengembanganya pada tahun 1995-1997 

terjadi perubahan menjadi proper prokasih yang masih spesifik dalam 

pengendalian pencemaran air (HP dan  Irwansyah, 2017) 

Dari   PROKASIH,   ditarik   satu   pelajaran   penting,   bahwa   pendekatan   

pengelolaan lingkungan konvensional “command and control” ternyata tidak     

dapat mendorong peningkatan   kinerja   pengelolaan lingkungan perusahaan 

secara menyeluruh. Pada awal pelaksanaan   PROKASIH,   sistem   penegakan 

hukum lingkungan masih lemah, sistem peraturan belum   memadai   dan   

kapasitas   serta   jumlah pengawas lingkungan hidup juga masih terbatas. 

Tahun 1990-an, sulit mengharapkan industri patuh terhadap peraturan dan 

bersedia menginvestasikan uang untuk membangun IPAL (Instalasi 

Pengolahan Air Limbah). Bahkan jika mereka sudah investasi, sulit  untuk  

mengharapkan  IPAL  tersebut dioperasikan secara benar ( Fatwani Dkk 2015) 

Bank  Dunia  (1990)  menemukan  terjadinya ketimpangan  dalam  pola    

pembuangan beban pencemaran  industri    ke sungai.  Sekitar    10% industri 

peserta PROKASIH ternyata menghasilkan 50%  dari  total  BOD  yang  

dibuang  oleh  seluruh industri  yangdiawasi.  Jika  distribusi  ini  ditarik lebih   

ke   atas, ternyata 75%   dari   total   BOD yang  dibuang  oleh  industri  

PROKASIH  “hanya” dihasilkan oleh 20% industri. Industri yang benar-benar  

“bersih”  jumlahnya  kurang  dari  50%  dan kontribusinya relatif kecil, yaitu 
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5% dari total beban pencemarannya yang dibuang ke sungai PROKASIH. 

(fatwani dkk 2015) 

Kurang berhasilnya pendekatan hukum pelaksanaan Prokasih dalam 

pengendalian pencemaran menimbulkan kebutuhan untuk mencari pendekatan 

alternatif. Maka pada awa lDesember 1994, Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan(Bapedal) mengumumkan akan dilaksanakannya program baru 

yang dinamakan Program Peringkat Kinerja Perusahaan atau disingkat menjadi 

Proper. Gagasan Proper Prokasih mengandalkan ketaatan industry dengan 

ganjaran insentif. Dengan skema ini perusahaan diberi peringkat lima kategori 

warna hitam, merah, biru, hijau dan emas. Pemberian kategori warna ini 

bergantung pada lepasan limbah dari perusahaan- perusahaan kebadan air 

sungai .Peringkat Hitam diberikan kepada perusahaan yang sama sekali tidak 

melakukan upaya pengendalian dampak Lingkungan   hidup.   Peringkat   

Merah   diberikan   kepada   perusahaan   yang   usaha pengendalian 

pencemarannya belum memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan. 

Peringkat Biru diberikan kepada perusahaan yang berupaya memenuhi 

persyaratan minimum baku mutu   limbah cair. Sementara peringka tHijau 

diperuntukkan bagi perusahaan yang berupaya lebih jauh, yakni melakukan 

upaya pengelolaan lumpur(sludge), pengaturan kerumah 

tanggaan(housekeeping) dan pengelolaan unit-unit pengolahan limbah 

pabriknya dengan baik. Sedangkan peringkat emas diberikan kepada mereka 

yang menerapkan teknologi bersih dalam kegiatan industrinya mulai awal 

hingga akhir sehingga tidak ada limbah sama sekali. Kemudian hasilnya 

diumumkan kepada masyarakat melalui media masa (Kumalasari, 2018) 
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Gambar 3. 1 Sejarah Perkembangan PROPER di Indonesia 

Sumber : Gold for Green 2012 

3.4 Dasar Hukum Proper 

PROPER Merupakan amanat undang_undang Nomot 23 Tahun 1997 

Tentang pengelolaan lingkuungan hidup PROPER mencangkup 4 (Empat ) 

kegiatan utama, yaitu :  

1. Pengawasan Penaatan perusahaan  

2. Penerapan keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan atau puclic right 

to know 

3. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup  

4. Pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan infotmasi 

terkait pengelolaan lingungan  

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan yang di akronimkan 

menjadi PROPER merupakan program ungulan yang dikemas dalam bentuk 

kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dimulai sejak tahun 1996 

penghargaan proper di berikan berdasarkan perangkat penilaian yang 

landasanya terdapat pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengenai 
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perlindugan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No 03 Tahun 2014 (fatwani dkk, 2015)  

3.5 Mekanisme PROPER 

PELAKSANAAN PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan 

peserta, di mana perusahaan yangmenjadi target peserta PROPER adalah 

perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat 

di pasar bursa, mempunyai produk yang beorientasi ekspor atau digunakan oleh 

masyarakat luas. Setelah peserta ditetapkan,kemudian dilakukan pengumpulan 

data swapantau dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain data swapantau, juga 

dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan 

langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup (PPLH) (HP dan  Irwansyah, 2017) 

Evaluasi kinerja penataan lingkungan dibagi menjadi dua cara yaitu: 

1. Penilaian langsung dilakukan melalui pengumpulkan data, inspekasi 

lapangan dan penyusunan berita acara 

2. Penilaian tidak langsung ( penilaian mandiri) penilaian tidak langsung 

dilakukan melalui pemerikasaan isian laporan ketaatana pengelolahan 

lingkungan hidup  

informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi rapor sementara, yang 

berisi evaluasi kinerja perusahaan  di  bidang pengelolaan  air,  udara,  limbah 

B3  dibandingkan dengan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan 

(Reliantoro, 2012) 

Rapor sementara ini  sudah  mengindikasikan  peringkat  kinerja 

perusahaan  berdasarkan kriteria peringkat PROPER. Rapor sementara 

kemudian dibahas melalui mekanisme peer review oleh tim teknis. Hasil 

pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah itu, 

rapor dilaporkan  kepada  Dewan  Pertimbangan  untuk  mendapat  pendapat  

dan  persetujuan Dewan. Rapor hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian 

ditetapkan sebagai Rapor Sementera yang akan disampaikan kepada 
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perusahaan dan pemerintah daerah. Perusahaan dan  pemerintah  daerah  diberi  

kesempatan  untuk  menyampaikan  keberatan  dengan didukung data-data baru 

yang sahih. Setelah masa sanggah dilewati,maka hasilnya dilaporkan kepada 

Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai 

status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri (Reliantoro, 

2012)  

 

Gambar 3. 2 Mekanisme Pelaksanaan Proper 

Sumber : Gold for Green 2012 

3.6 Penilaian  PROPER 

pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  kepatuhan  melebihi  persyaratan  

yang  ditetapkan. Kriteria penilaian ketaatan menjawab pertanyaan apakah 

perusahaan telah mematuhi peraturan yang ada dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. Peraturan lingkungan hidup yang saat ini menjadi dasar penilaian adalah 

peraturan yang terkait dengan : (Reliantoro, 2012) 
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1. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporanya 

ini jika seluruh aktivitasnya sudah dinaungi dalam dokumen 

pengelolaan lingkungan baik berupa dokumen Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Pengelolaan dan 

Pemantauan Kualitas Lingkungan (UKL/UPL)  atau  dokumen  

pengelolaan  lain  yang  relevan.  Selanjutnya dilakukan penilaian 

terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan pelaporan terhadap 

pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan 

UKL/ UPL 

2. Pengendalian pencemaran air 

Pada prinsipnya ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dinilai 

berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah ke 

lingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke 

lingkungan harus melalui titik penaatan yang telah ditetapkan. Pada 

titik penaatan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang 

diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Untuk memastikan air limbah 

yang dibuang setiap saat tidak melampaui baku mutu maka perusahaan 

berkewajiban melakukan pemantauan dengan frekuensi  dan  parameter  

yang  sesuai  dengan  izin atau baku  mutu  yang berlaku. Untuk 

menjamin validitas data, maka pemantauan harus dilakukan oleh 

laboratorium terakreditasi. Perusahaan juga harus taat terhadap 

persyaratan-persyaratan teknis seperti pemasangan alat pengukur debit 

yang diatur dalam izin atau ketentuan peraturan baku mutu yang 

berlaku 

3. Pengendalian pencemaran udara  

Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas 

prinsip bahwa semua sumber emisi harus diidentifikasi dan dilakukan 

pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak 

melebihi baku mutu yang ditetapkan. Frekuensi dan parameter yang 

dipantau juga harus memenuhi kentuan dalam peraturan. Untuk 

memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara aman dan 
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valid secara ilmiah maka prasarana sampling harus memenuhi 

ketentuan peraturan 

4. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis 

dan volumenya. Setelah dilakukan pendataan, maka dilakukan 

pengelolaan lanjutan. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan 

izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan terhadap ketentuan izin 

pengelolaan limbah B3, merupakan komponen utama untuk menilai 

ketaatan perusahaa 

5. Pengendalian pencemaran air laut 

Untuk aspek ini, ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin 

pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air 

limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin 

6. Potensi kerusakan lahan 

Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan 

pertambangan. Kriteria ini pada dasarnya adalah implementasi best 

mining practices, seperti kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan 

rencana tambang, sehingga dapat dihindari bukaan lahan yang tidak 

dikelola. Mengatur ketinggian dan kemiringan lereng/jenjang agar 

stabil. Acuan adalah kestabilan lereng. Mengidentifikasi potensi 

pembentukan Air Asam Tambang setiap jenis batuan dan penyusunan 

strategi pengelolaan batuan penutup.  Membuat  dan  memelihara  

sarana  pengendali  erosi.  Membuat sistem   pengaliran   (drainage)   

yang   baik   supaya   kualitas   air   limbah memenuhi  baku  mutu.  

Memilih  daerah  timbunan  dengan  risiko kebencanaan paling kecil 

Kriteria beyond compliance lebih bersifat dinamis karena disesuaikan 

dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan 

lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global. Penyusunan 

kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis 

dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain: 

pemerintah kabupaten/ kotamadya, asosiasi industri, perusahaan, LSM, 
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universitas, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan PROPER (Reliantoro, 

2012) 

1. Penerapan   Sistem   Manajemen   Lingkungan,   termasuk   di   

dalamnya bagaimana perusahaan memiliki sistem yang dapat 

mempengaruhi supplier dan  konsumennya  untuk  melaksanakan  

pengelolaan  lingkungan  dengan baik. 

2. Upaya Efisiensi Energi dengan mencakup empat ruang lingkup 

efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi 

dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih 

ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi 

3. Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun 

emisi dari gas rumah kaca dan bahan perusak ozon. Termasuk dalam 

lingkup 

4. Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah B3. Penekanan 

kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi terjadinya 

sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar 

jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besar pula 

nilai yang diperoleh perusahaan 

5. Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah padat non B3 kriteria 

sama dengan 3R untuk limbah B3. 

6. Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah. 

Semakin kecil intensitas pemakaian air per produk, maka akan semakin 

besar nilai yang diperoleh. Demikian juga semakin besar upaya untuk 

menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke 

lingkungan maka akan semakin besar nilai yang diperoleh 

7. Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Pada dasarnya, bukan jumlah 

pohon yang dinilai, tetapi lebih diutamakan pada upaya pemeliharaan 

dan perawatan  keanekaragaman  hayati.  Salah  satu  bukti  bahwa  

perusahaan peduli dengan keanekaragaman hayati adalah perusahaan 

memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan 

mengevaluasi status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman 
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hayati dan sumber daya biologis yang dikelola dan memiliki data 

tentang status dan kecenderungan sumber  daya  keanekaragaman  

hayati  dan  sumber  daya  biologis  yang dikelola 

8. Program Pengembangan Masyarakat. Untuk memperoleh nilai yang 

baik dalam aspek ini perusahaan harus memiliki program sratetegis 

untuk pengembangan masyarakat yang didesain untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat. Program ini didasarkan atas pemetaan sosial 

untuk menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan 

tentang garis- garis hubungan antar kelompok/individu. Pemetaan 

Sosial memberikan informasi mengenai siapa, kepentingannya, 

jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial dan analisis jaringan sosial 

dan derajat kepentingan masing- masing pemangku kepentingan. 

Identifikasi masalah sosial, identifikasi potensi  (modal  sosial),  

perumusan  kebutuhan  masyarakat  yang  akan ditangani   dalam   

program   community   development   dan   identifikasi kelompok rentan 

yang akan menjadi sasaran program pengembangan masyarakat. 

Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka 

panjang dan dirinci dengan program tahunan, menjawab kebutuhan 

kelompok rentan dan terdapat indikator untuk mengukur kinerja 

capaian program  yang  terukur  dan  tentu  saja  proses  perencanaan  

melibatkan anggota masyarakat 

3.7 Aspek Penilian PROPER 

Dalam menentukan peringkat dari suatu industry terdapat beberapa aspek 

penilaian yang harus di perhatikan yaitu dokumne yang berhubungan dengan 

pengendalian pencemaran lingkugan atau izin lingkungan khusunya pada 

PTPN XIII Parindu, pengendalian lingkungan lebih di tekankan pada 

Pengendalian Pencemaran Air (PPA), Pengendalian  Pencemaran  Udara  

(PPU)  serta    dalam  pengendalian  dan  pengelolaan Limbah B3 (PLB3) 

(Reliantoro, 2012) 
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3.7.1 Dokumen Lingkungan atau Izin Lingkungan 

Berdasarkan  PP  LH  No.  27  Tahun  2012  tentang  Izin  

Lingkungan  Sebelum melakukan  Usaha  ataupun  kegiatan,  penaggung  

jawab  usaha  dan/atau  kegiatan wajib   membuat dokumen lingkungan 

 denga tujuan untuk memberi perlindungan terhadap lingkungan dari 

dampak yang dihasilkan oleh Usaha/Kegiatan. Berikut merupakan 

 beberapa jenis dokumen lingkungan (Reliantoro, 2012) 

1. Amdal 

adalah sebuah studi yang dilakukan untuk menganalisis potensi dampak 

yang ditimbulkan oleh suatu proyek  atau kegiatan terhadap 

lingkungan. Tujuan  dari  AMDAL adalah untuk  mengidentifikasi,  

mengevaluasi,  dan merencanakan   tindakan   mitigasi   yang   

diperlukan   untuk   mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan 

yang mungkin timbul akibat proyek tersebut. AMDAL juga melibatkan 

partisipasi publik dan proses pengambilan keputusan yang transparan 

dalam melaksanakan proyek yang berpotensi memiliki dampak 

lingkungan yang signif 

2. UKL / UPL dan SPPL 

UKL  (Upaya  Pengelolaan  Lingkungan)  dan  UPL  (Upaya  

Pemantauan`Lingkungan) merupakan dokumen yang digunakan dalam 

proses perizinan lingkungan. UKL/UPL merupakan alternatif bagi 

proyek yang memiliki potensi dampak lingkungan yang relatif kecil. 

UKL/UPL berisi rencana dan tindakan pengelolaan lingkungan yang 

harus dilakukan oleh pemohon izin agar kegiatan proyek dapat 

dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan yang memadai. SPPL (Sistem Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan) merupakan 

dokumen yang digunakan untuk proyek yang memiliki potensi dampak 

lingkungan yang lebih besar. SPPL mencakup analisis dampak 

lingkungan,  program  pengelolaan  lingkungan,  serta  rencana  

pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan. SPPL dibuat 
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berdasarkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau 

UKL/UPL yang telah disetujui. 

3.7.2 Pengendalian Pencemaran Air 

Pengendalian pencemaran air yang dihaslikan dari Pengelolahan 

Minyak Sawit (Crude Palm Oil ) dilakukan dengan cara biologis yaitu 

dengan memanfaatak lahan yang cukup besar untuk pengelolahan limbah 

air tersebut berikut merupakan alur pengelolahaan limbah Cair pada PT. 

Perkebunan Nusantara Parindu yang terdapat pada gambar 3. 

 

 Gambar 3. 3 Alur Pengelolaan Limbah Cair 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Pematauan kualitas air dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan 

Pontianak secara rutin.  Frekuwensi  pemantauan  dilakukan  sebulan  

sekali.  Lokasi  pemantauan kualitas air  yaitu  pada  Algae  pond,  

Facultatif  pond  dan  Ex  DAM.  Parameter pemantauan    kualitas  air  

yaitu  pH,  TSS,  Nitrogen  Total  (sebagai  –N),  BOD,  COD, Minyak 

dan    lemak (Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PTPN XIII 2020) 



38 
 

Institut Teknologi Nasional 
 

 

 Gambar 3. 4 Hasil Pemantauan Kualitas Air 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

3.7.3 Pengendalian Pencemaran Udara 

Sumber pencemaran udara dari industry umumya berask dari proses 

produksi dan utilitas. Parameter pencemran udara yang dihasilkan 

tergantung dari bahan bakar yang digunakan dan proses produksi yang 

dijalankan dimana pada PTPN XIII Parindu  melakukan  pemantauan  

antara  lain  :  (Laporan  Pelaksanaan  RKL-RPL PTPN  XIII 2020) 

1. Ketaaatan terhadap sumber emisi (cerobong) Pengukuran kualitas 

udara ambien Pengukuran Kualitas Udarah Ambien dilakukan pada 4 

titik pemantuan diantaran berada pada depan Gudang, depan kantor , 

perumahan karyawan dan pada perumahan Staff  

2. Pengukuran Emisi sumber tidak bergerak  
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3. Pengukuran kadar debu  

Aspek Penilaian pengendalian pencemaran udara yang akan 

dipantau meliputi : 

1. Ketaaatan terhadap sumber emisi (cerobong) 

Aspek ini terkait dengan jumlaj seluruh sumber emisi ( ceronbong) 

yang dimiliki perusahaan dan jumlaj yang telah dilakukan pemantauan 

rutin oleh perusahaan  

2. Ketaatan terhadap jumlah parameter yang dipantau  

Aspek ini menilai kesesuaian jumlah parameter yang dipantau dengan 

peraturan baku mutu emisi udara yang berlaku  

3. Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan  

Aspek ini menilai kesesuaian frekuensi pemantauan dengan kewajiban 

pemantauan dalam peraturan. Misalknya kewajiban yang dilakukan 

dalam 6 bulan sekaul sehingga dalam 1 tahun dilakukan 2 kali 

pemantauan  

a) Pemantuan setiap 6 bulan sekali data 100% kecuali proses 

pembakaran dengan 

• Kapasitas desain < 570 KW pemantuan paling sedikit 1 

kali dalam 3 tahun  

• Kapasitas desain 570 KW  < n < 3MW pemantauan 

dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun  

• Kapasitas desain > 3MW pemantauan dilakukan paling 

sedikit 1 Kali dalam 6 bulan  

b) Pelaporan unit katel uap yang beroprasi < 6 bulan pengujian 

minimal 1 kali dalam 1 tahun  

4. Ketaatan terhadap ketentuan Teknik 

Aspek ini menilai kelengkapan dan kesuaian cerobong dengan 

keputusan kepala BAPEDAL  

a) Persyaratan cerobong  
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Lubang sampling pada cerobong ditentukan sebesear 8 

(delapan) kali diameter cerobong dari aliran bawa ( hulu) dan 2 

(kali) diameter dari aliran atas (hilir) dan bebas gangguan dari 

aliran seperti bengkokan,expasnsi, atau pengecilan aliran dalam 

cerobong jika diameter berbentuk segi 4 maka diameter yang 

berlaku adalah diameter Ekibalen (De) dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝐷𝑒 =
2𝐿𝑊

(𝐿 + 𝑊)
 

Dimana. 

𝐷𝑒 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑘𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛 

𝐿 = 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑜𝑝𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑒𝑟𝑜𝑏𝑜𝑛𝑔 

𝑊 = 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑒𝑟𝑜𝑏𝑜𝑛𝑔 

Jika cerobong memiliki ukuran bagian bawah dan atas berbeda 

maka diameter ekivalen ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝐷𝑒 =
2𝑑𝐷

(𝐷 + 𝑑)
 

Dimana. 

𝐷𝑒 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑘𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑐𝑒𝑟𝑜𝑏𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 

𝑊 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑐𝑒𝑟𝑜𝑏𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑡𝑎𝑠 

b) Persyaratan lubang pengambilan sampel   

Untuk pengambilan sampel emiso cerobong diperlukan 

pembuatan lubang pengambilan sampel dengan persyratan  

• Diameter lubang pengambilan sampel sekurang-

kuranganya 10 cm 

• Lubang pengambilan sampel harus memakai tutup 

dengan sistel plat Flange yang dilengkapi dengan baut 

• Arah lubang pengambilan sampel tegak lurus dinding 

cerobong 
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c) Persyaratan pendukung 

Persyaratan pendukung lubang pengambilan sampel 

diantaranya : 

• Tangga besi dan selubung pengaman berupa plat besi  

• Lantai kerja (Landasan Pengambilan sampel) dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

➢ Dapat mendukung beban minimal 500Kg 

➢ Keleluasaan kerja bagi minimal 3 orang 

➢ Lebar lantai kerja terhadap lubantg pengambilan 

sampel adalah 1,2 m dan melingkari cerobong 

➢ Pagar pengamban setinggi 1 m 

➢ Dilengkapi dengan katrol pengangkat alat 

pengambilan sampel  

➢ Stop kontak aliran listrik yang sesuai dengan 

peralatan yang digunakan yaitu 220 Volt , 3A 

sigle Phase, 50hz AC 

➢ Penempatan sumber aliran listrik dekat dengan 

lubang pengambilan sampel  

5. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu  

Aspek ini menilai baku mutu parameter swapantau dengan peraturan 

tentang baku mutu yang berlaku  

3.7.4 Pengolahan Limbah B3 (PLB3) 

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 dari sisa proses 

suatu industri atau kegiatan  yang  secara  spesifik,  dapat  ditentukan.  

Limbah  B3  dari  bahan  kimia kedaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan 

atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi karena tidak 

memenuhi spesifikasi yang ditentukan maka, suatu produk menjadi 

limbah B3 yang memerlukan pengelolaan. Keadaan tersebut juga berlaku 

untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan kimia yang telah kadaluarsa. 

Adapun jenis limbah berdasarkan karakteristiknya, yaitu (Thia, 2013) 
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1. Mudah meledak 

2. Mudah menyala 

3. Infeksius 

4. Korosif 

Pada PTPN XIII Parindu dalam pengolahan terhadap PLB3 dengan 

cara bekerja sama dengan pihak ketiga dengan mengunakan manifest 

dimana dalam lembar manifest disi oleh penghasil, pengangkut dan 

penerima Limbah Sehingga PTPN XIII Parindu Hanya menyiapkan 

Gudang sebagai tempat penyimpanan sementara Limbah B3, yang 

terlihat sebagai gambar berikut  

 

Gambar 3. 5 TPS Limbah B3 PT.Pekebunan NusantaraXIII Parindu  

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Limbah B3 yang disimpan pada Tempat penyimpana sementara LB3 akan 

diidentifikasi dengan periode perbulan yang disebuth dengan neraca limbah B3 

yang terdapat pada Tabel 3.2 
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Tabel 3. 2 Neraca Limbah  B3 Bulan Agustus 2022 

 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

 Limbah B3 yang disimpan wajib  dilakukan pengelolaan lanjutan baik 

dilakukan oleh penghasil maupun diserahkan kepada pihak ketiga.dimana 

pengelolaan lanjutan dapat dilakukan dengan pengumpulan, pemanfaatan 

pengelolaan dan penimnunan dan harus dilengkapi dengan ijin dari instasi yang 

berwenenang (Fahmawati dan  Purnaweni, 2018) 

Aspek yang dinilai dalam pengelolaan limbah B3 meliputi  

1. Identifikasi, pencataan dan pendataan  

Nama Perusahaan : PTPN XIII  PKS Parindu

Bidang Usaha : Pabrik Kelapa Sawit

Periode Waktu : Agustus 2022

Oli Bekas (Minyak Pelumas Bekas) 270 = 216 kg ………………………………………………………………

Filter Bekas (Oil Filter Bekas) 18 = 12,6 kg ………………………………………………………………

Aki Bekas
Besar 0 = 0 kg ………………………………………………………………

Kecil 0 = 0 kg ………………………………………………………………

Lampu TL (Alat Elektronik) 0 = 0 kg ………………………………………………………………

Lampu Mercury (Alat Elektronik) 0 = 0 kg ………………………………………………………………

Jerigen Bekas Acid (Kemasan Bahan Kimia) 0 = 0 kg …………………………………

Komputer (Alat Elektronik) 0 = 0 kg

Kaleng Cat (Kemasan Bahan Kimia) 0 = 0 kg

TOTAL A (+) 288 = 228,6 kg

JENIS 

LIMBAH  

YANG 

DIKELOL

A

PERIZINAN LIMBAH B3                

DARI KLH

ADA
TIDAK 

ADA
KADALUARSA

1. DISIMPAN 0 = 228,6 kg 1……………..

2……………..dst

2. DIMANFAATKAN 0 = - kg 1……………..

2……………..dst

3. DIOLAH 0 = - kg 1……………..

2……………..dst

4. DITIMBUN 0 = - kg 1……………..

2……………..dst

5. DISERAHKAN KE 0 = 0 kg 1……………..

     PIHAK III 2

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

……………..dst

6. EKSPORT 0 = - kg 1……………..

2……………..dst

7. PERLAKUAN LAINNYA 0 = - kg 1……………..

2……………..dst

8. LIMBAH TIDAK DIKELOLA 0 = kg

TOTAL B (-) 0 kg

RESIDU C (+) 0 kg

JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**
D (+) 25,4 kg

TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA
(C+D) 254 kg

KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA 

PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN

KETERANGAN :

* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu incenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan 

sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll.

** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang tersimpan melebihi skala waktu penaatan

JENIS AWAL LIMBAH JUMLAH

PERLAKUAN JUMLAH

CATATAN :

{[A-(C+D)]/A} * 100%} = 325 - 0 / 325 * 100 %= 100 %
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Apek yang dinlai terkait dengan identifikasi, pencatatan dan pendataaan 

yang dilakukan oleh perusahaan terhadap potensi dan timbulan limbah 

B3 yang dihasilkan  

2. Pelaporan 

Aspek yang dinilai adalah pelaporan realisasi pengelolaan semua 

limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca Limbah B3, 

logbook dan manifest Salinan 2 per triwulan kepada pemerintah 

pemerintahan provinsi dan pemerinthan kabupaten/kota setiap 3 bulan 

sekali 

3. Status perizinan  

Aspek yang dinilai adalah kepemilikan Izin pengelolaan limbah B3 

yang dimiliki oleh perusahan yang masih berlaku atau proses pengajuan 

perpanjangan izin  

4. Pemenuhan ketentuan izin 

Aspek yang dinilai adalah pemenuhan ketentuan teknis TPS limbah B3 

lainya seperti pemantuan emisi atau pemantuan kualitas air Lindi 

5. Open dumping, pemuliah lahan terkontaminasi 

Aspek yang dinilai adalah rencana dan pelaksanaan pengelolaan 

penenganan tanah tekontaminasi dan tumpahan (Spill) sesuai dengan 

peraturan./ ketentuan yang berlaku  

6. Jumlah limbah B3 yang dikelola 

Aspek yang dinilai adalah evaluasi jumlah limbah B3 yang dikelola 

berdasarkan perhitungan data 3 bulanan yang dituangkan dalam Neraca 

Limbah B3 berdasarkan pencatatan dalam Logbook dan sesuai dengan 

periode PROPER 

7. Pengelolahan limbah oleh pihak ketiga  

Aspek yang dinilai adlaah pengelolaan limbah B3 dari penghasil yang 

dilakukan oleh pihak ketiga yang meliputi perizina, kesesuaian jenis 

limbah B3 yang dikelolah dnegan izin pengangkutan ,manifest MoU 

dengan pihakketiga dan lain-lain. Terdapat hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam Kerjasama yaitu 



45 
 

Institut Teknologi Nasional 
 

a) Pengumpul 

• Memiliki izin yang masih berlaku 

• Jenis limbah yang dikumpulkan sesuai dengan izin 

• Memiliki kontrak Kerjasama antara penghasil dengan 

pengumpul 

• Memiliki kontrak Kerjasama pengumpul dengan 

pemanfaat/pengola/penimbun 

• Tidak bermasalah perncemaran  

b) Pemanfaat/pengolah/penimbun 

• Memiliki izin yang masih berlaku 

• Jenis limbah yang dimanfaatkan sesuai izin 

• Memiliki kontrak kerja sama antara penghasil dengan 

pengumpul 

• Tidak bermasalah pencemaran  

c) Pengangkut 

• Memiliki izin dari kementrian perhubungan dan 

rekomendasi dari KLH yang berlaku satu tahun dalam 

rekomendasi ini KLH akan menetapkan kode manifest 

bagi pengakut 

• Limbah yang di angkut sesuai dengan izin 

• Alat angkut yang digunakan sesuai dengan 

rekomendasi/izin yang dikeluarkan oleh departemen 

perhubungan 

• Wilayah pengangkut sesuai dengan rekomendasi Izin 

• Menggunakan manifest limbah B3 yang sesuai 

d) Pengunaan manifest 

Manifest limbah B3 dan cara pengisian sesuai dengan ketentuan 

Kepdal 02/1995 yang di tunjukan pada Gambar  
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Gambar 3. 6 Lembar Isian Manifest 

(Sumber : KLHK 2022) 

Dalam isisan manifest terdapat bagian yang harus diisi oleh 

pengangkut, penghasil dan penerima limbah. Yang dapat di 

lihat pada gambar di atas   

3.8 Pemeringkatan  PROPER 

 Pada pemeringkatan PROPER terdapat dua jenis kriteria penilain, yaitu 

penilaian ketaatan dan penilian lebih dari ketaatan, masing-masing kriteria 

penilaian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi syarat tersebut akan 

dibahas pada sub bab selanjutnya  

3.8.1 Kriteria Penilaian ketaatan ( Birub Hitam, Merah)  

Kriteria penilaian untuk industry Kelapa sawit meliputi 3 aspek 

utama yaitu Dokumen Lingkungan, Pengendalian pencemaran air (PPA), 

pengendalian Pencemaran Udara (PPU), dan Pengendalian Limbah B3 

(PLB3). Masing-masing aspek tersebut memiliki syarat yang harus di 

penuhi yang terdapat pada Tabel 3.3 
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Tabel 3. 3 Kriteria PROPER 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

Dokumen Lingkungan atau Izin Lingkungan 

Dokumen 

Lingkungan 

atau Izin 

Lingkungan 

1) Memiliki Dokumen atau Izin 

lingkungan 

2) Melaksanakan ketentuan dalam 

dokumen lingkungan/izin 

lingkungan 

a) Luasan area dan/atau 

kapasistas produksi masih 

sesuai dokumen 

lingkungan/izin lingkungan 

b) Jika pengelolaan lingkungan 

terutama aspek pengendalian 

pencemaran air udara dan B3 

serta pengendalian potensi 

kerusakan lingkungan 

memiliki kesesuaian antara 

dokumen lingkungan / izin 

perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

3) Melaporkan perlaksanaan 

dokumen lingkungan/izin 

lingkungan (terutama aspek 

pengendalian pencemaran 

air,pengendalian pencemaran 

udara, dan pengelolaan limbah 

B3) 

1) Tidak melaksanakan 

ketentuan dalam dokumen 

lingkungan (luasan daerah 

dan atau kapasitas 

produksi tidak sesuai 

dengan dokumen 

lingkungan atau izin 

lingkungan jika terddapat 

dampak negative baru 

yang tidak di kaji dalam 

dokumen AMDAL yang 

disebabkan oleh 

pengelolaan lingkungan 

terutama aspek 

pengendalian air, udara, 

dan Limbah B3 tidak 

memiliki dasar keterntuan 

dalam dokumen 

lingkungan/Izin 

Lingkungan) 

2) Tidak melaporkan 

pelaksanaan dokumen 

pelaksanaan dokumen 

lingkungan /izin 

lingkungan (terutama 

aspek pengendalia limbah 

cair,pengendalian 

pencemaran udara 

 

Tidak memiliki dokumen 

lingkungan atau Izin 

Lingkungan 
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Kriteria Pengendalian Pencemaran Air 

Aspek Peringkat   

 1) Biru Merah Hitam 

Ketaatan 

terhadap izin 

2) Mempunyai izin 

pembuangan air limbah ke 

badan air/laut/aplikasi lahab 

3) Izin dalam proses akhir 

(persyaratan izin sudah 

lengka) 

 

Tidak mempunyai izin 

pembuangan air limbah 

ke badan 

air/laut/aplikasi lahan( 

land aplikasi) 

 

Ketaatan 

tehadap titik 

penaatan 

Memantau seluruh titik penaatan 

dan/atau air buangan yang harus 

dikelola sesuai dengan peraturan 

Terdapat titik penaatan 

dan atau air 

buangann/air limbah 

pemanfaatan 

 

Ketaatan 

terhadap 

parameter 

yang dipantau 

1) Memantau 100% seluruh 

parameter yang 

dipersyaratkan sesuai dengan 

a) Izin Pembuangan air limbaj 

b) Baku mutu nasional atau 

provinsi 

 

 

1) Memantau kurang 

dari 100 % 

parameter yang di 

persyaratkan sesuai 

dengan 

a) Izin Pembuangan 

air limbah 

b) Baku mutu 

nasional atau 

provinsi 

 

2) Melakukan pengukuran 

parameter pH, TSS,COD dan 

debit harian bagi perusahaan 

yang mempunyai kewajiban 

pengkuran limbah 

3) Menghitung beban pencemar 

 

2) Tidak melakukan 

pengukuran 

parameter pH, 

TSS,COD dan debit 

harian bagi 

perusahaan yang 

memiliki kewajiban 

pengukuran 

3) Tidak menghitung  
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 Kriteria Pengedalian Pencemaran Air 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

Ketaatan 

terhadap 

pemenuhan 

baku mutu 

1) Melaporkan data secara lengkap 

dengan peryaratan > 90% 

sebagai berikut : 

2) Tersedia data pemantauan 

harian .> 90% dari seluruh data 

pemantauan rata-rata harian 

dalam satu bulan sesaui dengan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

1) Melaporkan data 

sesuai dengan 

persyaratan <90% 

2) Tersedia data pH, TSS, 

COD  harian setiap 

bulan < 90% dari 

seluruh data 

pemantaun rata-rata 

harian dalam satu 

bulan sesuai dengan 

perundang-undagan 

 

Ketaatan 

terhadap baku 

mutu 

1) Data swapantau perusahaan 

Data hasil pemantauan bulanan 

dan harian yang dilaporkan 

memenuhi 100% (seratus 

persen) ketaatan baku mutu 

dalam periode penilaian untuk 

setiap parameter pada setiap 

titik penaatan, sesuai dengan 

ketentuan yang diwajibkan 

dalam izin dan/atau 

2) Data hasil pemantauan tim 

pelaksana Proper (data primer) 

semua parameter memenuhi 

100% 

1) Data swapantau 

perusahaan Data hasil 

pemantauan bulanan 

dan harian yang 

dilaporkan memenuhi 

<100% (kurang dari 

seratus persen) 

ketaatan baku mutu 

dalam periode 

penilaian untuk setiap 

parameter pada setiap 

titik penaatan, sesuai 

dengan ketentuan yang 

diwajibkan dalam izin 

dan/atau peraturan 

perundang-undangan. 

2) Data hasil pemantauan 

tim pelaksana Proper 

(data primer) terdapat 

parameter yang 

melebihi baku mutu 

sesuai dengan 

ketentuan dalam izin 
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Kriteria pengendalian Pencemaran Air 

Aspek Peringkat 

 Biru Merah Hitam 

Ketaatan 

tehadap 

ketentuan teknis 

1) Memenuhi ketentuan teknis 

pengendalian pencemaran air 

a) Memenuhi ketentuan teknis 

saluran pembuangan air 

limbah 

b) Menggunakan jasa 

laboraturosn terakreditasi dan 

terintrasgasi  Tidak 

melakukan pengenceran telah 

melakukan identifikasi 

seluruh jenis Air Limbah yang 

dihasilkan (limbah proses/air 

pendingin/Air Limbah 

drainase/Air Limbah 

utilitas/limbah domestik, dan 

lainnya); 

c) telah melakukan identifikasi  

seluruh jenis Air Limbah yang  

dihasilkan (limbah proses/air  

pendingin/Air Limbah 

drainase/Air  Limbah utilitas/ 

limbah domestik, dan  

lainnya); 

d) telah melakukan identifikasi  

terhadap sumber Air Limbah,  

dan cara pengolahanny 

e) Selain ketentuan angka 1  

sampai dengan angka 6, bagi  

Industri wajib Sparing  

melaksanakan: 

1) Tidak memenuhi 

ketentuan teknis  

Pengendalian 

Pencemaran A 

a) tidak memenuhi 

salah satu ketentuan 

teknis saluran 

pembuangan Air 

Limbah 

b) tidak menggunakan 

jasa laboratorium  

yang terakreditasi 

dan teregistrasi 

c) melakukan 

pengeceran 

d) tidak melakukan 

identifikasi  seluruh 

jenis Air Limbah 

yang  dihasilkan 

(limbahproses 

/airpendingin /Air 

Limbah drainase/Air  

Limbah utilitas/ 

limbahdomestik,dan 

lainnya); 

e) tidak melakukan 

identifikasi  terhadap 

sumber Air Limbah, 

dan  cara 

pengolahannya; 

f) tidak memenuhi 

salah satu ketentuan 
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Pengendalian Pencemaran Udara 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

Kompetensi 

personil 

Memiliki personil yang 

bertanggung  jawab dan kompeten 

dalam Pengendalian Pencemaran 

Udara. 

 

Tidak mempunyai personil 

yang  bertanggung jawab 

dan kompeten dalam  

Pengendalian Pencemaran 

Udara. 

 

 

Ketaatan 

terhadap sumber 

Pemantauan manual: 

Melakukan pemantauan terhadap 

Seluruh titik penaatan seluruh 

sumber Emisi dan/atau  titik 

penaatan secara manual atau  

menggunakan perhitungan neraca  

massa sesuai dengan ketentuan  

yang diwajibkan dalam izin  

dan/atau peraturan perundang 

undangan (100%). 

1) Melakukan pemantauan  

terhadap seluruh sumber Emisi  

yang wajib CEMS; dan 

2) Seluruh sumber Emisi yang  

wajib CEMS terintegrasi 

melalui  SISPEK (100%). 

 

Pemantauan manual: 

Tidak melakukan 

pemantauan terhadap 

seluruh sumber Emisi 

dan/atau titik  penaatan 

secara manual atau 

menggunakan  neraca 

massa sesuai dengan yang  

diwajibkan dalam izin 

dan/atau peraturan  

perundang-undangan (< 

100%). 

 

 

Ketaatan 

terhadap 

parameter 

Pemantauan Manual: 

Melakukan pemantauan terhadap  

seluruh parameter sesuai dengan  

ketentuan dalam izin dan/atau  

peraturan perundang-undangan  

(100%). Pemantauan CEMS 

1) Melakukan pemantauan  

terhadap seluruh parameter  

wajib CEMS; da 

2) Seluruh parameter wajib CEMS 

terintegrasi melalui SISPEK 

(100%). 

Pemantauan Manual: 

Tidak Melakukan 

pemantauan terhadap  

seluruh parameter sesuai 

dengan  ketentuan dalam 

izin dan/atau  peraturan 

perundang-undangan  

(100%). Pemantauan 

CEMS 
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Kriteria Pengendalian Udara 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam, 

Ketaatan 

terhadap jumlah 

data yang 

dilaporkan 

Pemantauan manual 

1) Melaporkan data pemantauan  

untuk setiap parameter pada  

setiap sumber Emisi dan/atau  

titik penaatan sesuai dengan  

ketentuan dalam izin dan/atau  

peraturan perundang-undangan  

(100%) 

2) Melaporkan data perhitungan  

beban Emisi sesuai dengan  

ketentuan dalam izin dan/atau 

peraturan perundang-undangan 

secara periodik (100%). 

Pemantauan CEMS 

1) Melaporkan data pemantauan  

CEMS untuk setiap parameter 

pada setiap sumber Emisi sesuai 

dengan ketentuan yang  

diwajibkan dalam peraturan 

2) Melaporkan data perhitungan  

beban Emisi melalui CEMS  

sesuai dengan ketentutan yang  

diwajibkan dalam peraturan  

perundang-undangan secara  

periodik (100%). 

Pemantaun manual 

1) Tidak melaporkan data 

pemantauan  untuk 

setiap parameter pada 

setiap  sumber Emisi 

dan/atau titik penaatan  

sesuai dengan 

ketentuan yang  

diwajibkan dalam izin 

dan/atau  peraturan 

perundang-undangan 

(100%); 

2) Tidak melaporkan data 

perhitungan  beban 

Emisi sesuai dengan 

ketentuan  dalam izin 

dan/atau peraturan  

perundang-undangan 

secara periodik  

(100%). 

Pemantauan CEMS 

1) Tidak melaporkan data 

pemantauan  CEMS 

untuk setiap parameter 

pada  setiap sumber 

Emisi sesuai dengan  

ketentuan yang 

diwajibkan dalam  

peraturan perundang-

undangan secara 

2) Tidak melaporkan data 

perhitungan  beban 

Emisi melalui CEMS 

 



53 
 

Institut Teknologi Nasional 
 

Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

  

sesuai  dengan ketentutan 

yang diwajibkan  dalam 

peraturan perundang-

undangan  secara periodik 

(100%). 

 

Ketaatan 

terhadap baku 

mutu 

Pemantaun manual : 

Data hasil pemantauan manual 

dan/atau perhitungan neraca 

massa memenuhi 100% (seratus 

persden) ketaatan baku mutu 

untuk setiap parameter pada setiap 

sumber Emisi sesuai dengan 

ketentuan yang diwajibkan 

 

Pemantauan CEMS : 

data rata-rata harian hasil 

pemantauan CEMS untuk setiap 

parameter pada setiap sumber 

Emisi, setiap 3 (tiga) bulan 

memenuhi ≥ 95% ketaatan baku 

mutu sesuai dengan yang 

diwajibkan dalam ketentuan izin 

dan/atau peraturan perundang- 

undangan. 

Pemantauan manual 

Data hasil pemantauan 

manual dan/atau 

perhitungan neraca massa 

memenuhi < 100%  

(kurang dari seratus 

persen) ketaatan baku 

mutu untuk setiap 

parameter pada setiap 

sumber Emisi sesuai 

dengan 

ketentuan yang diwajibkan 

dalam izin 

 

Pemantauan CEMS 

data rata-rata harian hasil 

pemantauan CEMS untuk 

setiap parameter pada 

setiap 

sumber Emisi, setiap 3 

(tiga) bulan memenuhi < 

95% ketaatan baku mutu 

sesuai dengan yang 

diwajibkan dalam 

ketentuan izin dan/atau 

peraturan 

perundang-undangan. 
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Pengendalian Pencemaran Udara 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

Ketaatan 

terhadap 

ketentuan teknis 

Pengendalian pencemaran udara : 

Memenuhi 

1) Ketentuan teksin cerobong 

emisi 

a) Mempunyai cerobong Emisi; 

b) Cerobong dilengkapi lubang 

sampling dan flange; 

c) Lokasi pemasangan lubang 

sampling memenuhi 

ketentuan teknis 8 kali 

diameter cerobong dari aliran 

bawah dan 2 kali diameter 

cerobong darinaliran atas atau 

sesuai dengan rekomendasi 

kajian yang dilakukan oleh 

pihak eksternal yang 

kompotern 

d) Cerobong dilengkapi dengan 

pengaman pagar dan tangga 

e) Cerobong dilengkapi dengan 

lantai kerja 

f) Cerobong dilengkapi dengan 

koodinat 

g) Terdapat sumber listrik 

2) Menggunakan jasa laboratorium 

yang terakreditasi atau yang 

ditunjuk oleh gubernur 

3) Menggunakan metode 

pengujian SNI atau metode 

pengujian lain yang digunakan 

secara internasional; 

4) Semua sumber Emisi non 

fugitive harus dibuang melalui 

cerobong 

Tidak memenuhi 

1) Tidak memenuhi salah 

satu ketentuan teknis 

cerobong; 

2) Tidak menggunakan 

jasa Laboratorium 

yang terakreditasi dan 

teregistrasi; 

3) Tidak menggunakan 

metode pengujian 

Standar Nasional 

Indonesia atau metode 

pengujian lain yang 

digunakan secara 

internasional; 

4) Bagi sumber Emisi 

yang baku mutunya 

terdapat koreksi 

oksigen, hasil 

pengukuran Emisi 

tidak terkoreksi 

dengan oksigen; 

5) Terdapat sumber Emisi 

non fugitive yang 

dibuang tidak melalui 

cerobong; 

6) Tidak Melakukan 

pencatatan penggunaan 

genset (jam/bulan) 

yang berfungsi sebagai 

cadangan (back up); 

7) Tidak Melakukan 

pencatatan penggunaan 

boiler (jam/bulan) 
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5) Melakukan perhitungan gas 

rumah kaca yang dihasilkan 

bagi Industri sesuai 

denganketentuan yang 

diwajibkan dalam peraturan 

yang berlaku; 

6) Melakukan pencatatan 

penggunaan genset (jam/bulan) 

yang berfungsi sebagai 

cadangan (back up); 

7) Melakukan pencatatan 

penggunaan boiler (jam/bulan) 

yang berfungsi sebagai 

cadangan (back up) 

8) Selain ketentuan angka 1 

sampai dengan angka 8, bagi 

Industri yang wajib CEMS 

melaksanakan:; 

a) Memiliki shelter (ruang 

analyzer); 

b) Memiliki gas analyzer; 

c) Jalur dan pipa tidak bocor; 

d) Instalasi perpipaan sesuai 

standar; 

e) Memiliki buku panduan 

CEMS 

f) Memiliki sertifikasi kalibrasi 

peralatan CEMS oleh 

eksternal yang berkompeten 

setiap 2(dua) tahun sekali 

g) ;Memiliki sistem jaminan 

mutu (Quality Assurance) dan 

Pengendalian 

h) Lokasi pemasangan CEMS 

memenuhi ketentuan teknis 8 

kali diameter cerobong dari 

aliran bawah dan 2 kali 

yang berfungsi sebagai 

cadangan (back up); 

8) Tidak memenuhi salah 

satu ketentuan teknis 

CEMS bagi Industri 

yang wajib CEMS; 

9) CEMS tidak 

beroperasi normal ≥ 2 

tahun; 

10) Tidak memasang 

CEMS sesuai 

kewajiban  dalam 

peraturan; 

11) Tidak 

menginterigasikan 

CEMS kedalam sispek 

Kementrian 

Lingkungan Hidup dan 

kehutanan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 
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diameter cerobong dari aliran 

atas 

i) Data hasil pengukuran CEMS 

telah terkoreksi oksigen; 

j) Memastikan peralatan CEMS 

beroperasi secara normal; 

k) Melakukan perbaikan paling 

sedikit dalam waktu ≤ 1 (satu) 

tahun dan menyampaikan 

rencana perbaikan; Jika 

CEMS belum beroperasi 

secara normal lebih dari 1 

tahun maka melakukan 

pemantauan manual kualitas 

Emisi setiap 1 (satu) bulan 

sekali; 

10) Melakukan integrasi system 

pemantauan sumber Emisi 

wajib CEMS dengan SISPEK 

dan memastikan integrasi 

beroperasi secara normal;; 

Pengelolaan Limbah B3 

 

ASPEK 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

Pendataan dan 

kodifikasi jenis 

limbah B3 

Seluruh Limbah B3 yang 

dihasilkan dan atau potensial 

dihasilkan teridentifikasi, 

terkodifikasi dan terdata 

pengelolaannya. 

1) Tidak mengidentifikasi 

dan mengkodifikasi 

seluruh Limbah B3 

yang dihasilkan; 

2) Tidak melakukan 

pencatatan dan 

pendataan seluruh 
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Kriteria Pengelolaan Limbah B3 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

  

jenis Limbah B3 yang 

dihasilkan dan dikelola 

secara berkala. 

 

Pelaporan 

kegiatan 

pengelolaan 

Limbah B3 

1) Melakukan pelaporan 

pengelolaan Limbah B3 online 

setiap triwulan melalui laman 

http://simpel.menlhk.go.id 

aplikasi SIRAJA LIMBAH B3. 

2) Melakukan pelaporan 

pengelolaan Limbah B3 online 

setiap triwulan melalui laman 

http://simpel.menlhk.go.id 

aplikasi SIRAJA LIMBAH B3. 

1) Tidak/belum 

melakukan pelaporan 

pengelolaan Limbah 

B3 secara online setiap 

triwulan melalui laman 

http://simpel.menlhk.g

o.id aplikasi SIRAJA 

LIMBAH B3 

2) Tidak memiliki tanda 

Terima Elektronik 

(TTE) setiap triwulan 

melalui laman 

http://simpel.menlhk.g

o.id aplikasi SIRAJA 

LIMBAH B3.. 

 

Status perizinan 

pengelolaan 

limbah B3 

Penyimpanan 

1) Melakukan kegiatan 

penyimpanan Limbah B3, 

dilengkapi dengan izin atau izin 

dalam proses perpanjangan. 

Pengumpulan, Pemanfaatan, 

Pengolahan, penimbunan, dumping 

dan pengelolaan Limbah B3 dengan 

cara tertentu 

1) Melakukan kegiatan 

pengumpulan, pemanfaatan, 

pengolahan, penimbunan, 

dumping dan/atau pengelolaan 

Limbah B3 dengan cara 

tertentu, dilengkapi dengan izin 

atau izin dalam proses 

Penyimpanan 

1) Melakukan kegiatan 

penyimpanan Limbah 

B3, tidak dilengkapi 

dengan izin, atau masa 

Pengumpulan, 

Pemanfaatan, Pengolahan, 

penimbunan, dumping dan 

pengelolaan Limbah B3 

dengan cara tertentu 

Melakukan kegiatan 

pengumpulan,pemanfaat

an, 

pengolahanpenimbuna, 

dumping dan/atau 

pengelolaanLimbah B3 

dengan cara 

tertentu,tidak dilengkapi 

dengan izin, atau masa 

berlaku izin telah habis 

http://simpel.menlhk.go.id/
http://simpel.menlhk.go.id/
http://simpel.menlhk.go.id/
http://simpel.menlhk.go.id/
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Kriteria Pengelolaan Limbah B3 

Apek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

Pelaksanaan 

ketentuan Izin 

yaitu 

pemenuhan 

terhadap 

ketentuan teknis 

dalam izin 

Memenuhi seluruh ketentuan dan 

persyratan yang diwajibkan ( 

100%) dalam : 

1) Izin penyimpanan sementara 

2) Izin pengumpula 

3) Izin pemanfaatan 

4) Izin pengelolahan 

5) Izin penimbunan 

6) Izin dumping 

Tidka memenuhun seluruh 

izin ketentuan dan 

persyaratan yang 

diwajiibkan (<100%) 

dalam : 

1) Izin penyimpanan 

sementara 

2) izin pengumpulan 

3) izin pemanfaatan 

4) izin pengelolahn 

5) izin penimbunan 

6) izin dumping 

Pada saat pemantauan 

ditemukan fakta 

pencemaran lingkungan 

akibat B3 dan melakukan 

By pass 

Kompetensi 

personil 

Memiliki personil yang 

bertanggung jawab dan kompoten 

dalam pengelolaan limbah B3 

Tidka memiliki personil 

yang bertanggung jawab 

dan kompoten dalam 

pengelolaan limbah B3 

 

Open 

dumping/opeope

n burning 

Tidak ditemukan kegiatan open 

dumping/open burning 
 

Ditemukan kegiatan open 

dumping/ open burning 

Pemulihan 

fungsi 

lingkungan 

1) Memiliki dokumen rencana 

pemulihan fungsi lingkungan 

hidup pengelolaan penanganan 

lahan terkontaminasi sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

2) Pelaksanaan clean up dan 

pemulihan lahan terkontaminasi 

Limbah B3 sesuai dengan 

rencana yang 

1) Memiliki dokumen 

rencana pemulihan 

fungsi lingkungan 

hidup pengelolaan 

penanganan lahan 

terkontaminasi namun 

tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

2) Pelaksanaan clean up 

dan/atau pemulihan 

lahan terkontaminasi 

Limbah B3 tidak 

Tidak memiliki dokumen 

rencana pemulihan 

fungsi lingkungan hidup 
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Kriteria Pengelolaan Limbah B3` 

Aspek 
Peringkat 

Biru Mera Hitam 

  
sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan; 
 

Kewajiban 

melakukan 

Melakukan seluruh kewajiban 

SSPLT 

Tidak melakukan Sebagian 

kewajiban SSPLT 

Tidka melakukan selurh 

kewajiban SSPLT 

Jumlah 

persentase 

limbah B3 yang 

dikelolah 

1) Jenis dan jumlah Limbah B3 

telah 100% dilakukan 

pengelolaan sesuai ketentuan; 

2) Neraca Limbah B3 sesuai 

dengan periode penilaian. 

1) Jenis dan jumlah 

Limbah B3 <100% 

(kurang dari 100%) 

dilakukan pengelolaan 

sesuai ketentuan 

(termasuk melebihi 

masa simpan Limbah 

B3) 

2) Neraca limbah B3 

tidak sesuai dengan 

periode penilian 

 

Pengelolaan 

Limbah B3 oleh 

pihak penghasil 

kepada 

pengumpul/ 

pemanfaat 

/pengelolah dan 

/atau penimbun 

1) Izin 

2) Jenis  

limbah 

B3 

yang di 

kumpul 

3) Kontra

k kerja 

sama 

1) Pengelolaan limbah B3 oleh 

pihak penghasil kepada 

pengumpul Limbah B3 : 

a) Penghasil menyerahkan 

limbha B3 kepada pengumpul 

berizin 

b) Penghasil menyerahkan 

limbah B3 kepada pengumpul 

sesuai dengan lingkup i 

c) Penghasil memiliki : 

➢ Kontrak kerja sama 

dengan pengumpul 

➢ Salinan kontrak kerja 

sama antara pengumpul 

dengan pemanfaat/ 

pengolah dan /atau 

penimbun jenis limbah B3 

yang di hasilkan 

1) Pengelolaan limbah B3 

oleh pihak penghasil 

kepada pengumpulan 

limbah B3 : 

a) Penghasil 

menyerahkan 

Limbah B3 kepada 

pengumpulyang 

tidak sesuai dengan 

lingkup izin yang 

dimiliki; 

b) Penghasil tidak 

memiiliki : Kontrak 

kerja sama dengan 

pengumpul 

c) Penghasil melakukan 

kerja 

Penghasil menyerahkan 

pengumpulan Limbah B3 

kepada pengumpul yang 

tidak memiliki Izin 
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Kriteria Pengelolaan Limbah B3 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

 

Salinan izin pihak ketiga 

pengelolah akhir 

sama dengan pengumpul 

/ pemanfaat/ pengolah/ 

dan/ atau penimbun yang 

sedang dalam proses 

penegakan Hukum 

 

2) Pengelolaan limbah B3 oleh 

penghasil kepada pengolah/ 

pemanfaat dan/ atau penimbun 

a) Penghasil menyerahkan 

Limbah B3 kepada 

pengolah/pemanfaatdan/atau 

penimbun berizin; 

b) Penghasil menyerahkan 

Limbah B3 kepada 

pengolah/pemanfaatdan/atau 

penimbun;sesuai dengan 

lingkup izin yang dimiliki; 

c) Penghasil memiliki kontrak 

kerja sama dengan 

pengolah/pemanfaatdan/atau 

penimbun. 

2) Pengelolaan Limbah 

B3 oleh penghasil 

kepada pengelolah/ 

pemanfaat dan/ atau 

penimbun: 

a) Penghasil 

menyerahkan 

Limbah B3 kepada 

pengolah/pemanfaat 

dan/atau penimbun 

yang tidak sesuai 

dengan lingkup izin 

yang dimiliki; 

b) Penghasil tidak 

memiliki kontrak 

kerjasama dengan 

pengolah/pemanfaat 

dan/atau penimbun; 

c) Penghasil melakukan 

kerja sama dengan 

pengolah/pemanfaat 

dan/atau penimbun 

yang sedang dalam 

proses penegakan 

hukum. 

2) kepada 

Pengolah, 

Pemanfaat 

dan/atauPenimb

un: 

PenghasilMenye

rahkan Limbah 

B3 ke pengolah/ 

pemanfaat 

dan/atau 

penimbun yang 

tidak memiliki 

izin. 
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Kriteria Pengelolaan Limbah B3 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

 

3) Pengelolaan limbah B3 oleh 

penghasil kepada pengangkut 

limbah B3 : 

a) Penghasil menyerahkan 

Limbah B3 kepada 

pengangkut yang telah 

memiliki: 

➢ Izin pengangkutan 

3) Pengelolaan limbah B3 

oleh penghasil kepada 

pengangkut limbah B3 

a) Penghasil 

menyerahkan 

Limbah B3 kepada 

pengangkut yang izin 

pengangkutan dan 

kartu pengawasan 

habis masa berlaku; 

b) Pengangkut tidak 

memiliki 

rekomendasi 

pengangkutan 

Limbah B3 dari 

Kementerian 

Lingkungan Hidup 

Dan Kehutanan; 

c) Jenis Limbah B3 

yang diangkut tidak 

sesuai dengan 

rekomendasi dan 

izin; 

d) Alat angkut yang 

digunakan oleh 

pengangkut: 

➢ Tidak memiliki 

izin 

➢ Kendaraan tidak 

dilengkapi GPS 

e) Rute pengangkutan 

tidak sesuai dengan 

 

3) Pengeloloahn 

limbah B3 oleh 

penghasil 

kepada 

pengakut 

a) JasaPengkut 

tidak memiliki 

rekomenfasi 
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 Kriteria Pengelolaan Limbah B3 

Aspek 
Peringkat 

Biru Merah Hitam 

  

Penghasil tidak 

memiliki kontrak kerja 

sama dengan 

pengangkut dan 

pengumpul 

 

 

Surat rekomendasi dari 

KLHK 

b) Penghasil menyerahkan 

Limbah B3 kepada 

pengangkut sesuai dengan 

lingkup izin dan rekomendasi 

yang dimiliki; 

c) Alat angkut yang digunakan 

oleh pengangkut 

➢ Sesuai dengan 

rekomendasi KLHK 

➢ Memiliki alat pelacak 

(GPS) 

➢ Menerapkan fastronik 

➢ Memiliki asuransi 

pencemaran lingkungan 

d) Rute pengakutan sesuai 

dengan kartu pengawsan 

e) Pengahsil memilki kontrak 

kerja sama dengan 

pengangkut dan pengumpul 

  

Sistem tanggap 

darurat 

pengelolaan 

Limbah B3 

Memenuhi 100% dari ketentuan 

teknis yang mengenai system 

tanggap darurat pengelolaan limbah 

B3 

Memenuhu < 100% dari 

ketentuan teknis mengenai 

system tanggap darurat 

pengelolaan Limbah B3 

Tidak memiliki system 

tanggap darurat 

pengelolaan Limbah B3 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara 2022 
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3.9 Metode Evaluasi  

Evaluasi dilakukan dengan menilai ketaatan perusahaan dengan 

persyaratan yang telah di tentukan dalam PROPERPada pemeringkatan 

PROPER terdapat dua jenis kriteria penilain, yaitu penilaian ketaatan dan 

penilian lebih dari ketaatan, masing-masing kriteria penilaian terdapat syarat-

syarat yang harus dipenuhi syarat tersebut akan dibahas pada sub bab 

selanjutnya  

3.9.1 Metode Checklist 

Metode Checklist memang merupakan salah satu bentuk observasi 

informal yang digunakan untuk mengamati dan mencatat perilaku subjek 

berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam metode ini, 

observer memiliki daftar atau "checklist" indikator perilaku yang akan diamati. 

Setiap kali subjek menunjukkan perilaku yang sesuai dengan indikator 

tersebut, observer akan mencatatnya dengan tanda centang atau simbol yang 

telah ditentukan.  (Suryadin dan  Wahyuningsih, 2023) 

Kelebihan dari metode Checklist termasuk derajat selektivitas yang tinggi, 

karena observer hanya fokus pada perilaku-perilaku tertentu yang telah 

diidentifikasi sebelumnya. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan atau 

bias yang mungkin terjadi karena observer memiliki panduan yang jelas 

tentang apa yang harus diamati.. 

Namun dalam metode checklist memiliki beberapa kekurangan 

diantaranya : 

1.  Keterbatasan dalam mengamati perilaku yang tidak terduga : 

Metode ini mungkin tidak efektif dalam mengamati perilaku yang 

tidak tercakup daftar indicator dalam daftar indicator 

2. Ketergantungan pada keakuratan daftar indicator  

3. Keterbatasan dalam analisis kunlitatif karena cenderung 

menghasilkan data yang lebih terstruktur dan sulit untuk dianalisis 

secara mendalam dalam kualitas dan konteks. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Ketercapain Aspek-Aspek Ketaatan Proper PT Perkebunan Nusantara 

XIII Parindu  

PTPN XIII Parindu merupakan salah satu pesera PROPER  dimana dalam 

industry yang dilakasanaan oleh PTPN XIII Parindu memilik dampak yang 

signifikan terhadap Lingkungan  

PT Pekebunan Nusantara XIII Parindu bergerak dalam industry kelapa 

sawit berlokasi di dusun pasok kecamatan parindu provinsi Kalimantan barat, 

perusahaan ini mulai bergerak pada tahun 1996 yang merupakan perkebunan 

yang diolah oleh pemerintah, PTPN XIII Parindu memiliki dua jenis kegiatan 

utama yaitu melakukan pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil( CPO) 

dan juga melakukan penanaman bibit kelapa sawti. Terdapat dua kriteria aspek 

penilain PROPER yaitu kriteria kenaatan dan keriteria lebih dari ketaatan  pada 

PT. Perkerbunan nusantara XIII parindu kriteria penaatan penilian penaatan 

erusahaan akan dinilai taat atau tidak berdasarkan peraturan yang diacu 

sedangkan kriteria lebih dari penaatan yaitu menilai penerpan teknologi yang 

digunakan oleh suatu perusaahan untuk pengelolaan lingkungan sehingga 

penilaian bisa menyangkut efisiensi energi, penurunan emisi gas dan 

pemanfaatan limbah. 

Aspek ketaatan dalam proper perlu dilaksanakan sebagai perwujutan dari 

UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup aspek ketaatan yang harus dipenuhi perusahaan tercantum dalam 

peraturan Menteri LH No. 3 Tahun 2014 meliputi pemenuhan ketentuan dalam 

izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendaian pencemaran udara 

dan pengelilaan Limbah B3 

Dari hasil akhir dari raport PT Perkebunan Nusantara XIII Parindu 

mendapatkan raport Biru. Dimana penilain yang dilkaukan meliputi 

pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, 
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pengendalian pencemaran udara dan pengedalian pencemaran limbah b3 . Hal-

hal tersebut akan dibahas pada sub bab selanjutnya.  

4.1.1 Pemenuhan Ketentuan dalam dokumen Lingkungan   

Dalam Upaya mendukung terciptanya penvaguna nasional yang 

berwawasan lingkungan dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 

lingkungan hidup, maka PT Perkebunan Nusantara XIII Parindu Memiliki 

Rekomendasi Pada dokumen AMDAL, 

Dokumen terkait perizinan AMDAL tercantum dalam peraturan 

pemerintah (PP) No 18 tahun 1996  yang di tetapkan pada tanggal 14 February 

1995 tentang penyertaan modal negara tentang pendirian perusahaan 

perseorangan serta memiliki dokumen pengesahan Menteri Kehakiman R.I 

melalui keputusan No C2-8341.IIT 01.01.TII. 96 Tahun 1996 Tanggal 8 

agustus 1996 yang tercantum dalam akte notaris Harun Kamil, S.H No 46 

Tanggal 11 Juni 1996  SK AMDAL pada PT. Pekebunan Nusantara XIII 

Parindu di setujui oleh KOMDALDA Kab. Sanggau dengan No. No. 

660.1/123/DP2D –D Maret  

4.1.2 Pelaksanaan Pelaporan  

PTPN XIII Parindu pada tahun Periode Proper Tahun 2021-2022 yang di 

mulai pada bulan juni 2021-juni 2022 telah mengelolah tanda buah sawit 

(TBS) sebanyak  125.201 ton dimana dalam pengelohan tersebuat 

menghasilkan crude palm oil(CPO) dengan jumlah sebanyak sehingga 

bedasarkan peraturan pemerintah PTPN wajib mengikuti pelaksanaan 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana pemantauan 

Lingkungan (RPL) dimana pemantaun kualitas  limbah cair, pencemaran 

udara dan pengeloaan Limbah B3 laporan pada pengendalian pencemaran air 

dilakukan dengan mengukur kualitas Outlet setiap bulan dan pengukuran 

SWAPANTAU yang dilakukan 6 Bulan sekali serta untuk pengendalian 

pencemaran udara pemantauan dilakukan setiap 6 bulan yang kemudian 

disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

SANGGAU dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

KALIMANTAN BARAT dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran 
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dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

melalui Simpel berikut ini merupakan ketaatan pelaporan dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 

Tabel 4. 1 ketaatan Pelaporan Pemantauan  

 
Periode pemantauan  2021-2022 

Semester I Semester II 

Bulan juni agustus september oktober november desember januari february Maret  April  Mei  Juni  

Pengendalian 

pencemaran 

Air 

            

Pengendalian 

pencemaran 

Udara 

            

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Pengelolaan Limbah B3 Pada PTPN XIII Parindu dilakukan dengan 

menyimpan pada Tempat Penyimpana sementara (TPS LB3) namun untuk 

pemantauan dilakuakan pencatatan setiap bulannya dengan Logbook dan 

neraca LB3 

Tabel 4. 2 Ketaatan pencatatan Logbook Limbah B3 

 
Periode pencatatan logbook 2021-2022 

Semester I Semester II 

Bulan juni agustus september oktober november deesember januari february Maret  April  Mei  Juni  

Pengelolaan 

Limbah B3  
            

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

4.2 Pengendalian pencemaran air  

  pencemaran air yang disebabkan oleh pengelolahan TBS Menjadi crude 

palm oil dapat menurunkan kualiatas air dengan tolak ukur nilai limbah cair 

yang dikeluarkan dari Outlet tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh 

Kep.Men.LH no 51/MENLH/10/95 (RKL-RPL PTPN XIII) . Limbah cair yang 

dikeluarkan dari proses pengolahan TBS menjadi CPO berupa BOD5, COD, 
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TSS, Minyak dan lemak, N-total, serta dapat menurunkan Ph namun sebelum 

dilakukan pembuangan pada badan air limbah CPO akan meelewati 

pengolahan biologis berupa yang dapat dilihat pada gambar dibawah 

 

Gambar 4 1 Alur Pengolahan Air Limbah PTPN XIII Parindu 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Kemudian hasil dari pengolahan tersebut yang terdapat pada outler  akan 

dilakukan pemantauan pengukuran kualitas air secara rutin setiap bulan dan 

pemantaun pada badan air setiap 6 bulan pemantauan akan dilakukan oleh 

laboratorium terakredistasi dan terinntersagasi Berdasarkan Baku Mutu Yang 

berlaku PTPN Parindu telah memenuhi baku mutu yang berlaku selama 

periode pemantauan, perbandingna parameter limbah dapat dilihat pada Tabel  

4.3 
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Tabel 4. 3 Hasil Pemantauan Kualitas Air Outlet 

Parameter 

Outlet 

Hasil 
Baku 

Mutu 
2021 2022 

Jul Agt Sep Oktr Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

BOD5 

(mg/l) 
78 85 90 91 83 90 89 89 16 81.7 87 80 100 

COD 

(mg/l) 
296 268 250 241 186 200 268 270 67,6 220 230 238 350 

TSS (mg/l) 26 29 41 45 40 48 29 32 136 24 26 25 250 

Minyak & 

Lemak 

(mg/l) 

13.2 13.8 14 18 17 19 13.8 12 2,3 1.0 3.8 3.9 25 

Nitrogen 

Total 

(mg/l)) 

9.85 9.20 9.47 9.70 9.28 9.35 9.20 8,5 2.17 4.35 4.45 4.56 50 

Ph 8.23 8.24 7.8 7.8 8.1 8.25 8.24 7 6,3 8.21 8.13 8.23 6-9 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 

Dari hasil perbandingan hasil uji laboratorium yang sudah terkadetasi  

PT.Perkebunan Nusantara XIII Parindu dengan baku mutu yang berlaku yaitu 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 yang terdapat pada 

lampiran III  Tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/ atau kegiatan 

industry kelapa sawit status limbah cair yang terdapat pada outlet /final pond 

belum melewati baku mutu yang telah ditentukan. Berdasarkan rencana 

pengelolaan lingkunga PTPN XIII Parindu juga wajib melakukan pemantauan 

kualitas pada badan air pembuangan hasil dari oulet yang terdapat pada sungai 

sanggoret Pemantauan yang dilakukan pada badan air (sungai sanggoret) 

dilaksanakan sebanyak 6 bulan sekali pengukuran ini ditujukan pada Gambar  

4.1 
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Gambar 4. 2 Lokasi Pemantauan Kualitas Badan Air 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Hasil pada pemantuan kualaititas badan air yang yang dilaksanakan pada 

hulu dan hilir sungai sanggoret akan di bandingkan dengan baku mutu 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 

Lampiran VI-I Kelas III Tentang Baku Mutu Air sungai dan sejenisnya yang 

terdapat pada Tabel 4.4 
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Tabel 4. 4 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Hulu dan Hilir 

No Parameter Satuan 

Hasil 

Baku Mutu Hulu Hilir 

Semester I Semester II Semester I Semester II 

1 Termperatur udara (insitu) C 24 24,2 24,1 24,8  

2 Temperature air ( insitu) C 22 24 22 21  

3 Padatan terlarut total (TDS) mg/L 180 175 180 188 1000 

4 Padatan Tersuspensi total mg/L 6 6,8 6 6.5 100 

5 Warna Pt-Co Unit 2 2,2 2,1 2,4 100 

6 Derajat keasaman (pH) - 5,24 6,45 6,38 6,30 6-9 

7 BOD mg/L 3,05 3,8 3,01 3,9 6 

8 COD mg/L 15,5 10,7 10,1 10,7 40 

8 DO mg/L 3,68 4,85 4,36 4,85 Min. 3 

9 Sulfat mg/L 6,25 6,30 6,25 6,30 300 

10 Klorida mg/L 1,22 10,2 10,8 10,2 300 

11 Nitrat mg/L 3,73 3,95 3,92 3,95 20 

12 Nitrit mg/L 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,06 

13 Amoniak mg/L <0,0030 <0,0032 <0,0030 <0,0030 0,5 

14 Total Nitrogen mg/L <6,3 <6,3 <6,3 <6,3 25 

15 mg/L mg/L <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 1 
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No Parameter Satuan 

Hasil 

Baku Mutu Hulu Hilir 

Semester I Semester II Semester I Semester II 

16 Flourida mg/L <0,0032 <0,0032 <0,0032 <0,0032 1,5 

17 Belerang mg/L <0,0018 <0,0018 <0,0018 <0,0018 0,002 

18 Sianida mg/L l <0,0033 <0,0033 <0,0033 <0,0033 0,02 

19 Klorin Bebas mg/L 0,014 0,014 0,014 0,014 0,03 

20 Barium mg/L 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 - 

21 Boron mg/L 0,074 0,074 0,074 0,074 1 

22 Air Raksa mg/L <0,00085 <0,00085 <0,00085 <0,00085 0,002 

23 Arsen mg/L <0,00099 <0,00099 <0,00099 <0,00099 0,05 

24 Selenium mg/L < 0,0040 < 0,0040 < 0,0040 < 0,0040 0,05 

25 Besi mg/L 0,81 0,86 0,81 0,81 - 

26 Kadmium mg/L <0,00043 <0,00043 <0,00043 <0,00043 0,01 

27 Kobalt mg/L <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 0,20 

28 Mangan mg/L <0,0070 <0,0070 <0,0070 <0,0070 - 

29 Nikel mg/L <0,0055 <0,0055 <0,0055 <0,0055 0,05 

30 Seng mg/L <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 0,05 

31 Tembaga mg/L <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,02 

32 Timbal mg/L <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,03 
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No Parameter Satuan 

Hasil 
Baku mutu 

Hulu Hilir 

Semester I Semester II Semester I Semester II  

33 Minyak dan lemak mg/L 0,30 0,25 0,30 0,30 1 

34 Deterjen Total mg/L 0,13 0,20 0,13 0,13 0,2 

35 Fenol Mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,01 

36 Fecal Coliform MPN/100ml 7,8 7,8 7,8 7,8 2000 

37 Total Coliform MPN/100ml 23 45 23 23 10000 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 20222 
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PT.Perkebunan Nusantara XIII Parindu telah mengukur beban pencemar 

tiap bulan, beban pencemar ini akan mempengaruhi daya tampung beban 

pencemaran badan air Daya tampung beban sungai adaah kemampuan air pada 

suatu sumber untuk menerima masukan beban pencemar tanpa mengakibatkan 

air trsebut menjadi tercamar sehingga daya tampung masih memenuhi yang 

terdapat pada Tabel 4.5 

 

Tabel 4. 5 Beban Pencemaran Air 

Periode  
2021 2022 

Baku 

Mutu  

Jul Agt Sep  Oktr  Nov  Des Jan  Feb Mar Apr Mei Jun   

BOD5  22 21.1 19.0 16.9 19.9 16.5 7.6 6.9 11.3 8.7 9.4 11.6 100 

COD  77.1 73.8 66.6 59.3 69.7 57.8 26,8 24,2 39,8 30,4 31,6 40,8 350 

TSS  

(mg/l) 
55,1 52,7 47,5 42,4 49,8 41,3 19,1 17,3 28,4 21,7 22,6 29,2 250 

Minyak & 

Lemak 

(mg/l) 

5,5 5,28 4,76 4,24 4,98 4,13 1,92 1,73 2,8 2,17 2,2 2,92 25 

Nitrogen 

Total 

(mg/l)) 

11 10,5 5,52 8,48 9,9 8,26 3,3 3,4 5,6 4,3 4,5 5,84 50 

Ph             6-9 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Dari beberapa pemenuhan kententeuan teknis pengendalian pencemaran 

air (PPA) PTPN XIII Parindu telah melaksanakan kententuan teknis tersebut 

diantarnya : 

1) Menggunakan jasa laboratorium external atau internal yang sudah 

terakreditasi yang di yaitu laboratorium yang telah mendapatkan sertifikasi 
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KAN dalam hal ini PTPN Parindu menggunakan jasa Latoratorium PT. 

Sucufindo.dan laboratorium PT. Mutu Agung Lestari  

2) Melampirkan foto layout IPAL saluran air limbah dan gambar kontruksi  

3) Melakukan dokumentasi terhadap penaatan (outlet) dimana terdapat 

flometer untuk mencatat limbah, lokasi ini dilakukan pemantauan yang akan 

dibandingkan dengan baku mutu  

4) Mencatat PH, dan debit harian PT. Perkebunan nusantara  

5) Melampirkan neraca air dimana neraca air ini menunjukan besarnya 

penggunaan air untuk digunakan untuk menentukan penggunaan air yang 

berasal dari WTP 

Ketentuan terhdapat ketaatan teknis PTPN XIII Parindu terdapat pada Tabel 

4.6 

Tabel 4. 6 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Air PT.Perkebunan 

Nusantara XIII Parindu 

No Ketentuan Teknis Keterangan 
Dokumen 

Pendukung 

1 
• Nama laboratorium Penguji 

• Nomor akreditasi laboratorium 

PT. Sucufindo 

PT. Mutu Agung Lestari 
Terlampir 

2 
Layout IPAL, saluran air limbah dan gambar 

kontruksi 
Ada Terlampir 

3 Foto lokasi titik penaatan (flowmeter) Ada Terlampir 

4 Data pengukuran pH harian Ada Terlampir 

5 Data pengukuran debit harian Ada Terlampir 

6 Neraca air Ada Terlampir 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

4.3 Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) 

PT. Perkebunan Nusantara Parindu memiliki 3 unit Boiler steam dengan 

kapasitas. Berdasarkan Permen LH No. 7 Tahun 2007 pada boiler steam wajib 

melakukan pemantauan yaiu selama 1 tahun 2 kal1 karena jam operasi lebih 

dari 6 bulan dalam 1 tahun dengan baku mutu yang diacu untuk seluruh 

cerobong adalah permen LH No 7 Tahun 2007 lampiran 1 tentang baku mutu 
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sumber energi tidak bergerak dalam hal ini sumber pencemaran udara berasal 

dari boiler steam dengan kapasitas produksi mencapai 36.000 ton/jam dengan 

merk Takuma N 1000 yang berlokasi pada titik koordinat  N 42 23’93” / E 00 

27’ 70’’ berikut data inventarisasi Sumber Emisi terdapat pada Tabel 4.7 

Tabel 4. 7 Inventarisasi Sumber Emisi PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 

Sumber emisi 
Kapasitas 

boiler 

Jenis 

bahan 

bakar 

Jam 

oprasional 

Tinggi 

cerobong 

Diameter 

cerobong 

Kewajiban 

pantau 

Boiler 
36.000 

kg/jam 
Fiber > 6 bulan 12m  

1 tahun 2 

kali 

Boiler 
36.000 

kg/jam 
Fiber > 6 bulan 12m  

1 tahun 2 

kali 

Genset 
501-1000 

KW 
Diesel > 6 bulan   

1 tahun 2 

kali 

Genset 
501-1000 

KW 
Diesel > 6 bulan   

1 tahun 2 

kali 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Sumber emisi yang berasal dari boiler memiliki dust collection yang 

berfungsi mengontrol, mengurangi, dan menghilangkan partikel dan asap yang 

berpotensi berbahaya dari gas proses manufaktur atau udara dan lingkungan 

sekitar selama produksi. Peralatan ini dirancang khusus untuk membersihkan 

dan menyaring debu berbahaya dan partikel halus kontaminan yang dilepaskan 

ke lingkungan sekitar untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara cara 

kerja pada dust collection dengan cara mengisap partikel-partikel yang terdapat 

pada  ruang pengumpul. 

Pemantauan parameter yang dilakukan PTPN XIII Parindu sudah sesuai 

dengan yang tertera  pada lampiran I permen LH No 7 Tahun 2007 untuk boiler 

dan permen LHK RI No. 11 Tahun 2021 Lampiran I data konsentrasi dari 

masing-masing parameter yang terdapat pada Tabel 4.8 
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Tabel 4. 8 Perbandingan konsentrasi Emisi PT. Perkebunan Nusantara XIII 

Parindu Terhadap Baku Mutu  

No 
Sumber 

Emisi 
Parameter 

Konsentarasi Baku 

Mutu 

Satuan Baku 

Mutu Semester I Semester II 

1 

Boiler 

Partikulat 40.4 72.8 300 Mg/m3 

2 Sulfurdioksida 27. 29.3 600 Mg/m3 

3 Nitrogen dioksida 169 162 800 Mg/m3 

4 Hidrogen dioksida 1.18 1.1 5 Mg/m3 

5 Cholorine 2.86 0.8 5 Mg/m3 

6 
Ammonia 

Hydrogen florida 
0.27 0.28 5 Mg/m3 

7 Hydrogen florida 0.37 0.74 1 Mg/m3 

8 opasiti 11.13 20 8 % 

9 

Genset 

Nitrogen Dioksida 148 275 600 Mg/m3 

10 Karbon Monoksida 44,0 292 540 Mg/m3 

11 Total partukulat 36,4 80,1 120 Mg/m3 

12 Sulful dioksida 12,0 5,5 600 Mg/m3 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Selain melakukan pemantauan kualitas emisi PT. Perkebunan nusantara 

juga melakukan pemantauan terhadap kualitas ambien. Hal tersebut dibutuhkan 

yaitu untuk menjaga Kesehatan pekerja pengkuran dilakukan di beberapa titik 

sampling yaitu yang di acu terhadap  PP RI  No. 22 Tahun 2021 lampiran VII 

tentang baku mutu udara ambien pemantauan kualitas udara ambien PT. 

Perkebunan NusantaraXIII Parindu dilaksanakan di beberapa titik yaitu depan 

Gudang , perumahan karyawan dan pada depan kantor.berikut perbandingan 

konsentrasi udara ambien dengan baku mutu yang terdapa pada Tabel 4.8  
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Tabel 4. 9 Perbandingan Konsentrasi Kualitas Udara Ambien dengan Baku 

Mutu 

Lokasi 

Pemantauan 
Parameter 

Konsentrasi 
Baku Mutu baku mutu 

Semester I Semester II 

Depan Gudang 

Sulfur dioksida (SO2) 32.2 78 150 g/Nm3 

Karbon monoksida (CO) < 1140 24 10000 g/Nm3 

Nitrogen dioksida (NO2) 21.18 2.95 200 g/Nm3 

Oksida (O3) 22.7 36.5 150 g/Nm3 

Hidrokarbon  ( NMHC ) 12.1 2.06 160 g/Nm3 

Partikulat debu < 100 m(TSP) 56.9 47.7 230 g/Nm3 

Partikulat debu   < 10 m(PM 10)) 26.9 29.3 75 g/Nm3 

Partikulat debu   < 2.5 m(PM2.5)) 13.20 14.5 55 g/Nm3 

Timbal (pb) 0.021 0.01 2 g/Nm3 

Depan Kantor 

Sulfur dioksida (SO2) 32.5 72 150 g/Nm3 

Karbon monoksida (CO) < 1140 34 10000 g/Nm3 

Nitrogen dioksida (NO2) 18.5 3.77 200 g/Nm3 

Oksida (O3) 21.6 32.2 1503 g/Nm3 

Hidrokarbon  ( NMHC) 9.15 2.5 1604 g/Nm3 

Partikulat debu < 100 m(TSP) 56.1 76.1 230 g/Nm3 

Partikulat debu < 10 m (PM 10)) 26.8 46.5 75 g/Nm3 

Partikulat debu < 2.5 m(PM2.5)) 14.3 23.4 55 g/Nm3 

Timbal (pb) 0.022 0.01 2 g/Nm3 

Perumahan 

karyawan 

Sulfur dioksida (SO2) 31.8 78 150 g/Nm3 

Karbon monoksida (CO) <1140 24 10000 g/Nm3 

Nitrogen dioksida (NO2) 17.2 2.95 200 g/Nm3 

Oksida (O3) 20.5 36.5 1503 g/Nm3 

Hidrokarbon  (NMHC) 9.18 2.06 1604 g/Nm3 

Partikulat debu < 100 m(TSP) 56.8 47.7 230 g/Nm3 

Partikulat debu  < 10 m(PM 10)) 26.5 29.3 75 g/Nm3 

Partikulat debu  < 2.5 m(PM2.5)) 13.68 14.5 55 g/Nm3 

Timbal (pb) 0.019 0.01 2 g/Nm3 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 
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Ketentuan teknis yang di tetapkan dalam kepdal No. 205 Tahun 1996 

terhadap PT. Perkebunan Nusantara Parindu telah dipenuhi yaitu  

1) Lokasi lubang samling pada cerobong ditentukan sebesar 8 kali diameter 

cerobong dari bawah (hulu) dan dua kali diameter dari aliran atas (hilir)  dan 

bebas dari gangguan aliran seperti belokan atau expansi dan pengecilan  

2) Untuk mengambil sampel emisi cerobon pembuatan lubang pengambilan 

sampel dengan persyaratan diameter lubang pengambilan sampel sekurang-

kurangnya 10 cm, lubang dilengkapi oleh baut dan arah lubang pengambilan 

dengan system plat flange secara tegak lurus 

3) Terdapat tangga besi dan lantai kerja dengan pagar pengaman setinggi 1m  

4) Melapirkan sertifikat atau hasil pemantauan  laboratorium rujukan PTPN 

XIII Parindu yaitu laboratorium PT.Sucufindo yang telah terakreditasi KAN   

Ketaatan teknis terdapat pada Tabel 4.10 

Tabel 4. 10 Ketaatan Teknis PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 

No Ketentuan teknis Dokumen pendukung Ketaatan 

 

Dokumentasi 

cerobong dan sarana 

pelengkap (lubang 

sampling, tangga plat 

lebar, sumber listrik 

pengambilan sampel) 
 

Taat 

 

Lampirkan sertifikat 

akreditasi 

laboratorium SK 

sebagai laboratorium 

rujukan 

 

Taat 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 
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selain melakukan pemantauan kualitas udara pada sumber emisi dan kualitas 

udara ambien pada pengendalian pemanatauan udara juga terdapat aspek 

penaatan terhadap kebisingan dan juga kebauan berdasarkan keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang baku mutu 

tingkat kebauan dan KepMen LH No. KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang 

Baku Mutu Tingkat Kebisingan Peruntukan Kawasan Industri 

Tabel 4. 11 Pebandingan Tingkat Kebisingan dengan Baku Mutu 

Parameter 
Waktu 

pengukuran 

Rentang 

waktu 

hasil 
satuan 

Baku 

mutu Semester I Semester II 

Depan gudang 

L1 08.00 06.00-09.00 69,2  dB(A) 70 

L2 11.00 09.00-11.00 69,5  dB(A) 70 

L3 15.00 14.00-17.00 67,5  dB(A) 70 

L4 20.00 17.00-22.00 64,5  dB(A) 70 

L5 23.00 22.00-24.00 59,5  dB(A) 70 

L6 01.00 24.00-03.00 58,9  dB(A) 70 

L7 06.00 03.00-06.00 55,9  dB(A) 70 

Kebisingan siang hari (Ls) 06.00-22.00 68,6  dB(A) 70 

Kebisingan Malam hari ( Lm) 22.00-06.00 58,1  dB(A) 70 

Kebisingan 24 jam (Lsm) 06.00-06.00 63,4  dB(A) 70 

Depan Perumahan Staff 

L1 08.00 06.00-09.00 67.9 67.9 dB(A) 70 

L2 11.00 09.00-11.00 69.9 69.9 dB(A) 70 

L3 15.00 14.00-17.00 65.4 65.4 dB(A) 70 

L4 20.00 17.00-22.00 62.7 62.7 dB(A) 70 

L5 23.00 22.00-24.00 60.7 60.7 dB(A) 70 

L6 01.00 24.00-03.00 58,9 58,9 dB(A) 70 

L7 06.00 03.00-06.00 55,9 55,9 dB(A) 70 

Kebisingan siang hari (Ls) 06.00-22.00 67,9 67,9 dB(A) 70 

Kebisingan Malam hari ( Lm) 22.00-06.00 58,4 58,4 dB(A) 70 

Kebisingan 24 jam (Lsm) 06.00-06.00 66,4 66,4 dB(A) 70 
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parameter Waktu 

Pengukuran 

Rentang Waktu Hasil Satuan Baku 

Mutu 

Depan kantor 

L1  06.00-09.00 67.8 dB(A) 70 

L2  09.00-11.00 69,8,5 dB(A) 70 

L3  14.00-17.00 65,5 dB(A) 70 

L4  17.00-22.00 62,8 dB(A) 70 

L5  22.00-24.00 60,8 dB(A) 70 

L6  24.00-03.00 58,7 dB(A) 70 

L7  03.00-06.00 55,8 dB(A) 70 

Kebisingan siang hari (Ls) 06.00-22.00 67,3 dB(A) 70 

Kebisingan Malam hari ( Lm) 22.00-06.00 58,6 dB(A) 70 

Kebisingan 24 jam (Lsm) 06.00-06.00 66,4 dB(A) 70 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Tabel 4. 12 Perbandingan Tingkat Kebauan dengan Baku Mutu 

No Parameter Satuan Hasil   Baku 

Mutu Semester I Semester II 

1 Amoniak  ppm 0.12 0,12 2,0 

2 Hidrogen Sulfida Ppm 0,0050 < 0,0010 0,002 

3 Metil Merkaptan Ppm < 0,0010 < 0,0050 0,02 

4 Metil Sulfida Ppm < 0,0050 < 0,0050 0,01 

5 Stirena Ppm <0,050 < 0,050 0,1 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

4.4 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

PT Perkebunan Nusantara XIII Parindu saat ini memiliki satu Tempat 

penyimpanan semantara ( TPS) Limbah B3 dimana TPS tersebut memiliki Izin 

penyimpanan LB3 yang di keluarkan bupati kabupaten sanggau ( Keputusan 

Bupati Sanggau No. 503/005/PMPP-D/LB3/2016 tentang pemberian Izin 

penyimpanan sementara limbah Bahan berbahaya dan beracun kepada PTPN 

XIII Parindu, Limbah B3 dapat di simpan di Gudang penyimpanan sementara 
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paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum di serahkan ke pengepul atau 

penimbun Limbah B3 

Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (Lima puluh ) kilogram per hari 

maka limbah B3 tersebut dapat disimpan dalam waktu lebih dari 90 (Sembilan 

puluh) hari sebelum di serahkan kepada pengepul resmi yang terdaftar dan 

atau/ mempunyai izin dari KLH. Limbah B3 yang di simpan berupa Oli 

bekas,alat computer,kemasan cat,lampu elektronik sumber Limbah B3 berasal 

dari luar produksi yang dapat dilihat pada tabel  

Tabel 4. 13 Sumber Limbah B3 PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu  

No Sumber 
Kode 

Limbah 
Jenis Limbah 

Estimasi 

timbunan 
Kemasan 

1 Di luar produksi B105d Oli bekas 0.21 ton/bulan Drum 

2 Di luar produksi B107d Lampu TL bekas 0.02 ton/bulan Drum 

3 Di luar produksi  Aki bekas - Drum 

4 Di luar produksi  Kemasan bahan kimia - Drum 

5 Di luar produksi  Alat elektronik - Drum 

6 Di luar produksi  Kaleng cat - Drum 

7 Di luar produksi  Lampu mercury - Drum 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Hasil dari realisasi yang dilakukan pada PTPN XIII Parindu dilakukan 

dengna melakukan pencatatan Limbah B3 dengan menyampaikan Neraca 

Limbah B3 setiap bulanya disertai dengan manifest Salinan kepada kepada 

Dinas LH Kabupaten Sanggau dan Dinas LH Provinsi Kalimantan Barat, serta 

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pelaporan 

online SIMPEL dengan alamat website: https://simpel.menlhk.go.id . dari segi 

ketaatan terhadap pengelolaan Limbah B3 PTPN XIII Parindu telah 

dilaksanakan 

  

https://simpel.menlhk.go.id/
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Tabel 4. 14 Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 PT. Perkebuna Nusantara XIII 

Parindu 

No Sumber Limbah 
Indentifikasi 

Jenis Limbah 

Pencatatan jenis dan 

jumlah Limbah 

Pendataan pengelolan 

lanjutan 

1 Oli bekas    

2 Lampu TL bekas    

3 Aki bekas    

4 Kemasan bahan kimia    

 Filter bekas    

5 Alat elektronik    

6 Kaleng cat    

7 Lampu mercury    

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Neraca Limbah B3 menunjukan jenis Limbah B3 dari perusahaan itu 

sendiri dan bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh perusahan. PTPN XIII 

Parindu memiliki jenis limbah oli bekas, lampu TL bekas, Aki bekas, Kemasan 

bahan kimia, alat elektronik, kaleng cat, dan lampu mercuri namun pada 

periode PROPER 2021-2022  Limbah B3 yang dihasilka oleh PTPN XIII 

Parindu Hanya berasal dari oli bekas dan filter bekas Oli, berikut Neraaca 

Limbah B3 pada Tabel 4.15 
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Tabel 4. 15 Neraca Limbah B3 periode juli 2021-juni 2022 PT. Perkebunan 

Nusantara XIII Parindu  

Jenis Limbah Satuan 

Limbah 

yang 

Dihasilkan 

Limbah di 

kelola 

Limbah 

yang 

belum 

dikelola 

Perlakuan 

Oli bekas Ton 9.02 9.02 - 
Diserahkan dan di angkut 

oleh PT Primanru Jaya. 

Lampu TL bekas Ton - - -  

Aki bekas Ton - - -  

Filter bekas  0.4894 0.4894 - 
Diserahkan dan di angkut 

oleh PT Primanru Jaya 

Kemasan bahan kimia Ton - - -  

Alat elektronik Ton - - -  

Kaleng cat Ton - - -  

Lampu mercury Ton - - -  

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

Dalam pengelolaanya, Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. Perkebunan 

Nusantara bekerjasa sama dengan perusahaan pengangkutan dan pengelolah 

Limbah B3 yaitu PT. Primanru Jaya, perusahaan ini telah memiliki Salinan 

surat keputusan kepada bidang pengendalian dampak lingkungan No SK 1 

/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017 yang dikeluarkan oleh kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia  serta Rekomendasi Pengangkutan 

Limbah B3 No. S.1254/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2018 dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan izin 

penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang 

Berbahaya No. SK.00005/AJ.309/1/DJPD/2018 dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat untuk kendaraan pengangkutan limbah B3. Pada 

pengangkutannya PTPN XIII Parindu Juga bekerja sama dengan PT. Primanru 

Jaya berdasarkan Kep-BAPEDAL/09/1995 dimana : 
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1) Lembar pertama disimpan oleh pengangkut B3 

2) Lembar kedua diberikan ke penghasil untuk disampaikan ke 

KLHK 

3) Lembar ketiga disampaikan saat limbah B3 diambil oleh pihak ke-

3 

4) Lembar keempat ditandatangani oleh pengepul atau pengolah 

Limbah B3 dan pengangkutan kepada pengumpul limbah B3 atau 

pengolah Limbah B3 yang menerima dari pengangkut 

5) Lembar kelima dikirim kepada badan pengendali Dampak 

Lingkungan setelah ditandatangani oleh pengumpul atau pengolah 

Limbah B3 

6) Lembar keenam dikirim oleh pengangkut kepada gubernur tingkat 

1 

7) Lembar ketujuh disampaikan saat limbah B3 telah sampai dilokasi 

Pihak ketiga dan sudah terisi penuh serta dicap oleh perusahaa 

pengelola Akhit Limbah B3 

 

Berikut identifikasi penilaian pengangkutan Limbah B3 yaitu terdapat 

pada Tabel. 16  
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Tabel 4. 16 Identifikasi Ketaatan Penilaian Pengankutan Limbah B3 PT. 

Perkebunan Nusantara XIII Parindu  

No Aspek Penilaian PT. Primanru   

1 Masa berlaku Izin Masa berlaku 5 Tahun s/d 

2 
Ketersesuian Jenis Limbah 

B3 

Telah sesuai dengan jenis limbah yaitu minyak pelumas bekas, aki 

bekas, kemasan bekas B3, kain Majun bekas dan sejenisnya, bahan 

Kimia kadaluarsa, Lampu TL bekas 

3 

Kontrak Kerjasama 

penghasil dan 

pengelolah/pemanfaat/penim

bun 

Perjanjian Kerjasama pengangkut dan pengelolaan Limba B3 

dengan PT.Primanru & PTPN XIII Parindu No. 221A/L 

GL/MOU/PMJ-PTPN/X/2020 

4 
Ada/tidak ada masalah 

pencemaran Lingkungan 

Perusahaan telah memiliki surat Izin peryataan tidak bermasalah 

dengan pencemaran lingkungan yang di tandatangani Oleh Direktur 

PT.Primanru Jaya 

5 
Perizinan dari Kementrian 

Perhubungan 

Perusahaan telah memiliki Salinan surat Izin penyelengaraan 

angkutan dari Kemenhub No. No. SK.00005/AJ.309/1/DJPD/2018 

yang berlaku selama 5 Tahun 

6 Rekomendasi KLHK 

Perusahaan Memiliki Salinan surat rekomendasi pengangkutan 

Limbah B3 dari KLHK No. S.1254/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2018 

yang berlaku selama 5 Tahun 

7 

Ketersesuain alat angkut 

dengan yang tercantum 

dalam Izin (No Polisi, No 

rangka, No Mesin 

Seluruh alat angkut telah sesuai dengan Izin dan Recomendasi yang 

telah ditetapkan 

8 Rute pengangkutan Sesuai dengan Izin dan Recomendasi 

9 
Penggunaan dokumen/ 

manifest yang sah 

Perusahaan Telah memenuhi ketentuan sesuai Kep-

02/BAPEDAL/09/1995 dalam penggunaan dokumen manifet 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 

4.5 Rekapitulasi Rapor Sementara PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu   

Dalam rangka penilian proper peringkat Biru, Merah, dan Hitam terdapat 

dua jenis pendataan yang menjadi acuan dalam meningkatkan peringkat proper 

yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan oleh pihak 
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selain pihak teknis dan data primer di dapatkan secara langsung oleh tim teknis 

ke lapangan dalam rangka inpeksi penilaian proper dilakuakn oleh tim yang 

berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat yang 

kemudian akan di susun dalam rapor sementara yang merupakan penilaian 

sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Amdal yang di cantumkan 

dalam RKL-RPL, PTPN XIII Parindu berdasarkan pengendalian pencemaran 

air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan Limbah B3 sesuai kriteria 

proper yang telah di tetapkan hasil dari  Rapor sementara PROPER  

4.5.1 Hasil Rapor Sementara Ketaatan Pengendalian Pencemaran Air  

Aktivitas pengolahan Tanda Buah Sawit Menjadi minyak mentah yang 

biasa disebut juga dengan crude palm oil(CPO) PTPN XIII Parindu dalam 

pengelolahanya sangat banyak menggunakan air khususnya pada proses 

steam dengan mengubah air menjadi uap panas yang akan melunakan TBS 

sehingga dapat dengan mudah untuk mengextrak CPO yang terdapat pada 

TBS  

Dalam meenghasilkan 1000  tonTBS dibutuhkan kurang lebih 700 liter 

Air bersih sehingga menghasilkan Limbah cair kemudian akan dikelolah 

oleh IPAL PTPN Parindu. Berdasarkan Aspek kataatan Terhadap PROPER 

wajib memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan.berikut ini 

merupakan rekapitulasi aspek ketaatan yang dapat di lihat pada Tabel 4.17
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Tabel 4. 17 Rekapitulasi Aspek Ketaatan Pengendalian Pencemaran Air 

Aspek 

Penaatan 
Penaatan Sesuai 

Tidak 

sesuai 

keterangan 

Kompetensi Personil TAAT   

Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam pengendalian 

pencemaran air.  

1. Sertifikat POPAL, nomor: 3192/LHN/ADM/IX/2021, yang diterbitkan oleh: LHN 

berlaku sampai dengan 13-09-2024 atas nama Kosmas  

2. Sertifikat PPPA, nomor: 2833/LHN/ADMVIII/2021, yang diterbitkan oleh: 

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LINGKUNGAN HIDUP NUSANTARA berlaku 

sampai dengan 28-07-2022 atas nama Simaba Saut Bangun 

Ketaatan terhadap Izin /persetujuan teknis TAAT   

Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Bupati:  

Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kab. Sanggau:  

Memiliki Izin/Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

Ketaatan Terhadap Titik 

Penaatan dan titik 

Pemantuan 

Pemantauan 

manual 
TAAT   

Memiliki 1 titik penaatan (Outlet)  

1. Outlet IPAL dan telah dipantau. 

Memiliki 1 titik pantau  

1. Titik pengambilan air permukaan Sungai Sengoret sudah dipantau .  

pengambilan sampel dilakukan pada hulu dan hilir sungai 
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Aspek Penaatan sesuai 
Tidak 

sesuai 

Keterangan 

 
Pemantaun 

SPARING 

TIDAK 

TAAT 
  

Kondisi SPARING rusak dan belum ada perbaikan akibat dari Covit 19 

Ketaatan terhadap parameter 

Pemantaun 

manual 
TAAT   

Telah memantau parameter yang diwajibkan yaitu:  

1. Outlet IPAL: pH, BOD, COD, TSS, Nitrogen Total ( sebagai N ), Minyak dan Lemak, 

Debit Air Limbah/Bulan 

Pemantauan 

SPARING 

TIDAK 

TAAT 
  

Kondisi SPARING rusak dan belum ada perbaikan akibat dari Covit 19 

Ketaatan terhadap 

Pemenuhan Baku Mutu data 

SWAPANTAU 

Pemantauan 

manual 
TAAT   

Perusahaan telah memenuhi parameter baku mutu air limbah pada  titik pemantauan Outlet 

IPAL dan Pemantuan kualitas badan air  

Perusahaan telah melakukan perhitungan terhadap beban pencemar semua paremeter yang 

telah ditentukan. 

Ketaatan 

terhadap 

pemenuhan 

baku mutu 

data primer 

TIDAK 

TAAT 
  

Tidak dilakukan pengambilan sampel oleh tim proper 

Pemantauan 

SPARING 

TIDAK 

TAAT 
  

Kondisi SPARING rusak dan belum ada perbaikan akibat dari Covit 19 
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Aspek  penaatan sesuai 
Tidak 

sesuai 

Keterangan 

Ketaatan terhadap jumlah 

parameter yang dilaporkan  

Pemantauan 

manual; 
TAAT   

Perusahaan telah menyampaikan pelaporan hasil pemantauan kualitas air limbah pada 

periode 2021-07-01 s/d 2022-06-30. Persentase terendah dari parameter pH, BOD, COD, 

TSS, Nitrogen Total ( sebagai N ), Minyak dan Lemak, Debit Air Limbah/Bulan 

Pemantauan 

sparing 

TIDAK 

TAAT 
  

Kondisi SPARING rusak dan belum ada perbaikan akibat dari Covit 19 

Ketaatan terhadap ketentuan 

teknis 
 

TIDAK 

TAAT 
  

Sudah melampirkan foto papan nama titik penaatan lengkap beserta titik 

koordinatnya.,menggunakan jasa laboratorium yang sudah terakreditasi KAN dan 

teregistrasi Namun belum melampirkan denah saluran air limbah, air hujan, air pendingin, 

dan IPAL, bukti atau dokumen pencatatan bahan baku harian dan produksi harian 

senyatanya, file hasil uji validasi kinerja alat sensor oleh Laboratorium, terakreditasi atau 

dari penyedia alat sensor, file berisi angka rentang pengukuran alat sensor. Data berasal 

dari Laboratorium dan/atau dari brosur penyedia alat sensor. 

 Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022
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4.5.2 Hasil Rapor Sementara Ketaatan Pengendalian Pencemaran Udara 

Pemantauan Pengendalian Udara yang dilakukan PTPN XIII Parindu pada tahun 

Periode Proper Tahun 2021-2022 yang di mulai pada bulan juni 2021-juni 2022 

memiliki 2 titik sumber emisi yang wajib dilakukan pemantauan yaitu terdapat pada 

Boiler A dan Genset A dimana pada kedua sumber emisi tersebut dilakukan 

pengecekan setiap 6 bulan sekali. Dalam penaatan terhadap aspek ketaatan proper yang 

di wajibkan juga harus melakukan pemantauan udara ambien yang dilaksankan pada 

area sekitar pabrik PTPN XIII Parindu diantaranya depan kantor PTPN XIII Parindu, 

depan Gudang dan Perumahan karyawan. Rekapitulasi terhadap aspek-aspek penaatan 

PROPER dapat terdapat pada Tabel 4.18 
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Tabel 4. 18 Rekapitulasi Aspek Ketaatan Pengendalian Pencemaran Udara 

Aspek Ketaatan Sesuai Tidak 

sesuai 

keterangan 

Ketaatan terhadap titik 

pemantauan  

TAAT   Perusahaan memiliki 2 cerobong aktif dan memiliki sumber emisi pantau yang terdapat pada boiler A 

dan genset A 

Ketaatan terhadap 

pelaporan 

   • Perusahaan belum menyampaikan laporan hasil pemantauan dengan parameter : 

Amoniak (NH3), Gas Klorin (Cl2), Hidrogen Fluorida (HF), Hidrogen Klorida (HCl), 

Nitrogen Oksida (NOx), Opasitas, Sulfur Dioksida (SO2), Partikulat (PM) cerobong Boiler A 

periode 2021-2022 

• Perusahaan belum menyampaikan laporan hasil pemantauan dengan parameter :Karbon 

Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), Total Partikulat , Sulfur Dioksida cerobong Genset 

A periode 2021-2022 

Ketaaatan terhadap baku 

mutu emisi  

TAAT   • Melakukan pemantauan parameter wajib sesuai dengan Permen LHK No 07 Tahun 2007 

Tentang baku mutu sumber Energi tidak bergerak Bagi katel Uap yang Menggunakan Bahan 

bakar biomassa berupa serabu dan Atau / Cangkang Pada Boiler A untuk periode 2021-2022  

• Melakukan pemantauan parameter wajib sesuai dengan Permen LHK RI No.11 Tahun 2021 

Lampiran 1 Tentang Baku Mutu Emisi dengan Pembakaran dalam atau Genset (Berbahan 

Bakar Minyak) Kapasitas 501 KW- 1000 KW  

  

Ketaatan terhadap 

pemenuhan baku mutu 

emisi 

TAAT   Pada pemerikasaan sumber emisi pada boiler A dan juga Genset A untuk semua parameter tidak 

melewati semua baku mutu yang di tetapkan  

Ketaatan terhadap 

ketentuan teknis yang di 

persyaratkan  

TAAT   • ASPEK KETENTUAN TEKNIS Lab akreditasi :  Boiler No.1 telah melampirkan sertifikat 

akreditasi KAN laboratorium penguji   Genset 1 dengan catatan melampirkan sertifikat 

akreditasi KAN laboratorium penguji 

• PELAPORAN EMISI GRK  

Perusahaan tidak melakukan Pelaporan Emisi GRK TIDAK TAAT  

• HASIL VALIDASI AMBIEN :   

Perusahaan telah mekukan pemantuana udara ambien  
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Aspek ketaatan sesuai Tidak 

sesuai 

Keterangan 

    • HASIL VALIDASI KEBISINGAN : perusahaan telah melakukan Pemeriksa pemantauan 

kebisingan 

• HASIL VALIDASI KEBAUAN :   

Ketaatan terhadap 

kompetensi personil 

TIDAK 

TAAT 

  • Perusahaan tidak memiliki pesonil yang berkompetensi terhadap pengendalian pencemaran 

udara   

Ketaatan tehadap 

pemantauan ambien 

TAAT   • Terhadap titik penaatan  

PTPN XIII parindu melakukan pemantauan udara ambien pada depang Gudang ,perumahan staff 

dan depan kantor  

• Terhadap penaatan baku mutu Paremeter pemantauan  

PTPN XIII menggunkan parameter pemantauan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.22 Tahun 2021 Lampiran VII tentang Baku mutu udara ambien  

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 
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4.5.3 Hasil Rapor Sementara Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 

Dalam melaksanakan Ketaatan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun PTPN XIII Parindu akan di nilai dari berbagai aspek ketaatan yang harus di 

penuhi khususnya pada Aspek pemantuan harus di laksanakan rutin setiap bulanya 

dalam hal mengidentifikasi Limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas PTPN XIII 

Parindu berikut aspek terhadap ketaatan PROPER yang dapat di lihat Pada Tabel 4.19 
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Tabel 4. 19 Rekapitulasi Aspek Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 

Aspek  Ketaatan sesuai Tidak  

Sesuai  

keterangan 

Pendataan jenis, volume dan 

kodefikasi Limbah B3 yang 

dihasilkan  

TAAT   Melakukan pendataan dan identifikasi sumber Limbah B3 dengan menggunakan neraca 

Limbah B3 dan memiliki Logbook LB3 dengan kode limbah B3 B105D 

Pelaporan TTE TIDAK 

TAAT 

  Belum di laksanakan  

Status perizinan/Persetujuan 

lingkungan /surat kelayakan 

operasional/persetujuan pemerintah 

pengelolaan lingkungan 

TAAT   Memiliki izin persetujuan lingkungan berupa penyimpanan Sementara Limbah B3. SK 

No. 503/005/PMPP-D/LB3/2016 

Tertanggal 07-06-2016 Yang berlaku selama 5 Tahun  

Pemenuhan ketentuan 

perizinan/persetujuan lingkungan 

/surat kelayakan 

operasional/persetujuan pemerintah  

TIDAK 

TAAT 

  Belum melaporakan terkait pemenuhan kententuan teknis, pemenuhan baku mutu emisi, 

pemenuhan baku mutu air Limbah 

Open burning/open dumping TAAT   Perusahaan Tidak Melakukan Open Dumping dan/atau Open Burning 

Pemulihan fungsi lingkungan  TIDAK 

TAAT 

  PTPN XIII Parindu Belum  melakukan pemulihan fungsi lingkungan  

Jumlah limbah B3 yang dikelolah 

sesuai dengan Peraturan  

TAAT   Jumlah Limbah B3 yang di Kelola berupa Oli bekas dan filter bekas sudah sesuai 

dengan  

Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak 

Ke-3 dan pengangkutan Limbah B3 

TAAT   Limbah B3 yang di hasilkan diserahkan kepada pihak ke-3  

PT. Primanru Jaya Cabang Pontianak (Eksternal - Pengumpulan)  

Dengan pengangkut PT Primanru Jaya  

Kode festronik KLHK-1635428622 

 Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIII Parindu 2022 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Impelmentasi Ketaatan terhadap PROPER PTPN XIII 

Parindu yang dapat dilihat  pada Rapor Sementara Maka dapat di simpulkan 

sebagai berikut : 

1.  Rapor sementara Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan PTPN XIII 

Parindu yang dikeluarkan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup 

menunjukan hasil bahwa PTPN XIII Parindu mendapatkan Warna Merah 

yang berarti PTPN XIII Parindu tidak mencapai Kriteria PROPER yang 

sudah di tetapkan Oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan 

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Nomor : SK 28 /PPKL/SET.6/WAS.3/3/2022 Tentang Penetapan Peserta 

Program Penilaian Peringkat Krinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Periode 2021-2022  

2. Pengelolaan limbah cair  PTPN XIII Parindu dilakukan dengan cara 

biologis dengan menggunakan kolam anaerob,kolam aerob, fakultatif dan 

algae pond serta dalam mengelolah pencemaran pada sumber emisi 

digunakan dust collection yang berada pada boiler A 

3. Ketaatan Terhadap pengendalian penceramaran Limbah Cair PTPN XIII 

Parindu sudah dilaksanakan selama periode PROPER 2021-2022 namun 

tidak dilaporkan secara rutin kedalam website simple sehingga pihak pihal 

KLHK tidak dapat mendeteksi pelaporan yang dilaksanakan oleh PTPN 

XIII Parindu serta pada pemantauan Kualitas outlet kualitas air limbah 

sudah memehuni baku mutu yang di tetapkan  dengan pada parameter 

BOD, COD, TSS, Nitrogen, Minyak & Lemak dan debit harian yang di uji 

oleh laboratorium terakreditasi yaitu Laboratorium PT. Sucofindo dan PT 

Prima Mutu Agung  
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4. Ketaatan Terhadap Pengendalian pencemaran udara PTPN XIII Parindu 

sudah memenuhi aspek-aspek ketaatanya PROPER  dimana melakukan 

pemantauan secara manual terhadapap sumber emisi tidak bergerak yang 

dilakukan 6 bulan sekali dalam hal ini sumber emisi yaitu Boiler dan 

Genset serta pada parameter yang di ujikan sumber emisi tidak melewati 

baku mutu yang di tetapkan berdasarakn Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009  dan Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 Parameter yang di uji Amoniak 

, Gas Klorin, Hidrogen Flourida, Nitrogen Oksida, Partikulat, Sulfur 

dioksida dan opasitas   

5. Berdasarkan data Hasil Dari Rapor Sementara PROPER PTPN XIII 

Parindu Pengolahan Limbah B3 Terhadap Aspek-Aspek Penilaian Proper 

PLB3 telah terlaksana dengan baik yaitu dengan melakukan penyimpanan 

pada TPS Limbah B3 yang kemudian akan di serahkan kepada pengangkut 

dan pengelolah dengan Pengelolah yang Sudah di Rekomendasikan oleh  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 

SK.1/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017 yaitu PT. Primanru Jaya cabang 

Pontianak dengan menggunakan manifest dengan Kode Fastronik KLHK-

1635428622  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah: 

1. PTPN XIII Parindu harus lebih taat melaksanakan pelaporan terkait 

pemantauan yang sudah dilakukan  dengan mengupload serifikat hasil 

pemantauan kedalam website simple sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman dari Pihak DLHK Kalimantan barat dengan pihak PTPN 

XIII Parindu serta melakukan perbaikan terhadap alat pemantauan kualitas 

outlet berupa sparring yang dapat memudahkan pemantauan dengan cara 

digital. 

2. Melakukan pelatihan khusus terhadap personil pengelolaan lingkungan 

khususnya pada pengendalian pencemaran emisi dan pengelolaan Limbah 
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B3 sehingga dapat meningkatakan Apek ketaatan teknis terhadap 

PROPER yang mampu menaikan kriteria biru menjadi Hijau 

3. Lebih meningkatkan pengendalian terhadap limba cair khusnya pada 

parameter nitrogen  sehingga tidak terjadi algae blooming yang 

merupakan bioindicator terhdapa tingginya kadar nitrogen dan fosfat 

dalam air 

4. Meningkatkan pengendalian pencemaran udara khusnya pada boiler 

dengan cara memasang electrostatic precipitators.yang memiliki efisiensi 

lebih besar dibanding dust collection yaitu sebesar 99 % 

5. Melakukan internalisasi Biaya Lingkungan dimana pembiayaan tehadap 

pengelolaan lingkungan merupakan biaya operasional yang tidak melalui 

penganjuan terlebih dahulu sehingga tidak terjadinya keterlambatan 

pemantauan lingkungan Khususnya pada Aspek ketaatan pemantauan 

secara manual pada pemantauan kualitas Limbah cair maupun kualitas 

emisi udara yang di sebabkan oleh aktivitas pabrik. 
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LAMPIRAN  
 

1. Aktivitas Kantor PT. Pekebunan Nusantara XIII Parindu 

• 
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2. Penerimaan Praktik kerja  

•   
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•  

3.  Pengendalian pencemaran air  

 Setifikasi Personil 
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Setifikat Pemantauan Outlet  
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Hasil pemantauan kualitas badan air  
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Instalasi Pengolahan Air Limbah  
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4) Pengendalian Pencemaran Udara 
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Sumber emisi   

 

 

 

 

Hasil pemantuan udara ambien  
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Hasil pemantuan kebisingan   

 

 

 

 

  

Dokumentasi sumber emisi   
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5) Pengelolaan Limbah B3 
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Izin penyimpana Limbah B3  

 

 

Sertifikasi Personil  
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Alat Angkut   

  

Tempat Penyimpana Sementara Limbah B3  
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Kerja sama penyimpanan Limbah B3  
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